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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin
Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan sebagai perwujudan penyelenggaraan
pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan
Clean Government, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian
kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun
2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023, pada hakekatnya
merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan kepada stakeholder
mengenai akuntabilitas kinerja tahun 2023.

Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam
rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta
pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten
Kabupaten Kotawaringin Timur kewenangan Bidang Komunikasi dan Informatika.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi parameter terhadap
pencapaian dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kotawaringin Timur selama satu tahun, kiranya dapat dijadikan sebagai bahan masukan
untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja tahun depan secara lebih produktif,
efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, progam dan kebijakan yang

telah ditetapkan.

Sampit, 29 Januari 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
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Ikhtisar Eksekutif

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa,
profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi publik
dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan
keniscayaan yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Reformasi
birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah
terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-
cita kehidupan berbangsa dan bertanah air.

Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang
baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu
lembaga tak terkecuali Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten
Kotawaringin Timur sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan
pemerintah daerah dibidang Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan
desentralisasi dan tugas pembantuan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, khususnya Misi I dan Misi IV
Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 - 2026.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Timur beserta seluruh
jajarannya berkewajiban menyusun perencanaan strategis sebagai garis
besar untuk acuan melaksanakan program-program pembangunan serta
menetapkan Kkegiatan-kegiatan yang mengarah kepada tercapainya tujuan
dan sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 - 2026.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Timur Tahun 2023 sebagai bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi
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sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam penyusunan ini perlu

pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara

efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah
ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan
informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat.

Capaian kinerja tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan
perjanjian kinerja tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas
Komunikasi dan Informatika berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya
dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

Hasil akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

1. Indikator 1 : Kinerja Cakupan layanan Telekomunikasi dengan Target yang
direncanakan dalam IKU 2023 adalah sebesar 82.00 % dan untuk capaian
target yang diperoleh adalah sebesar 79,46% .

2. Indikator 2 : Indikator Jumlah capaian nilai Indeks SPBE dengan target yang
direncanakan dalam IKU 2023 adalah sebesar 2.50 dan untuk capaian
target yang di peroleh adalah sebesar 3,11 Indeks.

Pencapaian Kinerja pada Sasaran Pendukung atau sasaran
Program Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua Sasaran Program)
Meningkatnya Cakupan Jaringan Telekomunikasi dan Meningkatnya
Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara
signifikan menunjukkan peningkatan positif dari target yang ditetapkan
dan pengalami pertumbuhan diharapkan sampai dengan Kondisi Akhir
Renstra tahun 2023, pencapaian dari indikator kinerja ini menunjukkan
korelasi positif terhadap keberhasilan dalam mendukung pencapaian IKU
pada 2 Sasaran Strategis dan pelaksanaan Tata Pemerintahan yang baik
(good governance).

Hasil pengukuran penggunaan biaya untuk mencapai sasaran
strategis tahun 2023 sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang
telah diperbaiki sesuai anggaran perubahan Tahun 2023 Sasaran Strategis
dan sasaran Pendukung melalui 5 (lima) Program dan 11 (sebelas) kegiatan
dianggarkan dari APBD Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp.
13.017.743.880 dan terealisasi sebesar Rp. 11.318.716.541 atau 86.95%.
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Faktor-faktor yang mendukung terhadap keberhasilan pencapaian Sasaran
Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara lain adalah
upaya konsistensi didalam implementasi Program- Program Kegiatan antara

Perencanaan Strategis dengan Perencanaan Kebijakan/Anggaran.

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan self assessment
atas hasil kinerja yang telah dilaksanakan dan menjadi rujukan yang efektif
menuju upaya perbaikan berkelanjutan oleh seluruh aparatur dalam
mewujudkan optimalisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Kotawaringin Timur.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan tahunan yang
berisi pertanggungjawaban kinerja dan perwujudan kewajiban instansi Pemerintah
dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Selain itu juga berperan sebagai alat
kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau
dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada
publik.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodic.Untuk mencapai
Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu
melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan
peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah

yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat
daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan
keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan
Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel
merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan
dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal
tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur diwajibkan

untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
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Penyusunan LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin

Timur Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian

kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada

perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 dilakukan berdasarkan pada

beberapa peraturan, perundangan antara lain seperti:

1.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Susunan

Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta uraian tugas Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur;
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9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kotawaringin Timur.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023 adalah untuk
lebih meningkatkan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai
wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah
serta dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur tahun
2023 adalah untuk menggambarkan telah dilaksanakannya program kerja dan anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023, sebagai
penjabaran hasil program kerja setiap satuan kerja, sehubungan hal tersebut maka
wajib bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur
menyampaikan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahun 2023.

D. Kondisi Umum
Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2023

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur, mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di bidang
infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian, dan statistik daerah. Untuk
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris yang membawabhi:

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

d. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.

3.  Bidang terdiri dari;
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a. Kepala Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik.
b. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian.
c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

4,  ]abatan Fungsional; dan

5. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah.

Tabel. 1.1

Struktur Organisasi Tata Kerja

Kepala Dinas

[ = o ————— Sckretarnat

Kelompok

Jabatan 1

Fungsional [ l

Sub Bagan Sub Bagian

Umum dan Keuangan dan

Ner i
Kepegawalan Perencanaan

l |

Bidang Teknologi Bidanyg Pengelolivan
Informast dan Informasi dan
Persandian Komunikas: Publik

Bidang Infrastrukiur,
Informatika dan
Stausuk Dacrah

[ UPTD |

Tugas pokok masing-masing unit kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai kewenangan dan tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan bidang infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian dan

statistik daerah.

2.  Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program,
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Kotawaringin Timur.

3. Kepala Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah mempunyai

tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma standar,
LAKIP DISKOMINFO KOTIM _2023 4



prosedur dan kriteria, memberi bimbingan teknis dan supervisi, serta memantau,
mengevaluasi dan pelaporan di Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik

Daerah di Kabupaten.

4, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai
tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma
standar, prosedur dan kriteria, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di biang pengelolaan opini dan aspirasi

publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi.

5. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur
dan kriteria, memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan di Bidang Teknologi Informasi dan Persandian

6. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Diskominfo dengan keahlian dan keterampilan tertentu, yaitu memberikan
pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai

peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Diskominfo
sesuai dengan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja
Jumlah PNS di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kotawaringin Timur sebanyak 23 orang, dengan rincian pergolongan ruang dan

tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah PNS berdasarkan golongan ruang per 31 Desember 2023
No Uraian Jumlah (orang)
1 |IV/c 1
2 |IV/b -
3 |1IV/a 4
4 | 1II/d 10
5 |[Il/c 1
6 |Il/b -
7 | Ill/a 3
8 |Il/d 3
9 |[II/c 1
10 [ II/b -
11 |Il/a -
Jumlah 23
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Tabel 1.3
Jumlah PNS berdasarkan pendidikan per 31 Desember 2023

No Uraian Jumlah (orang)
1 | Strata 2 3

2 | Stratal 14

3 | Diploma/ Sarjana Muda 3

4 | SLTA 3

5 | SLTP

6 | SD

Jumlah 23

E. Permasalahan Utama dan Isu - Isu Strategis
1. Permasalahan Utama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika mengamanahkan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melaksanakan Tugas dan
Fungsi dalam kewenangan urusan Pemerintahan Di Bidang infrastruktur, komunikasi,
informatika, persandian dan statistik daerah. Fokus utama pembangunan bidang
Kominfo adalah pengembangan E-Government yang dilandasi oleh aspek-aspek
pembangunan bidang Kominfo adalah sebagai berikut :

1. Suprastruktur E-Government;

2. Infrastruktur Jaringan;

3. Infrastruktur Informasi dan

4. Infrastruktur Aplikasi

Namun demikian, masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur terkait

kinerja pelayanan OPD yaitu :

1. Perlunya meningkatkan layanan dan mendukung Rencana Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi dengan melakukan upgrade aplikasi SPSE menjadi

versi4.5.
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2. Perlunya penyusunan Rencana Induk Pengembangan Jaringan TIK
Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Perlunya pelatihan dan peningkatan pengetahuan Teknologi Informasi.

4. Belum maksimalnya operator website hasil evaluasi OPD membuat dan
Mempublikasikan berita OPD di website masing-masing OPD.

5. Perlunya memaksimalkan pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di setiap OPD.

2. Isu - Isu Strategis

Sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan
pembangunan ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan, maka penentuan isu
strategis mengambil dari prioritas tersebut hal ini juga sejalan dengan hasil analisis yang
sangat signifikan terhadap permasalahan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin
Timur untuk lima tahun ke depan. Isu strategis tersebut merupakan tantangan
pembangunan yang menjadi perhatian sehingga dijadikan pertimbangan dalam
perumusan kebijakan agar tepat sasaran sesuai dengan apa yang diharapkan dalam
upaya mewujudkan pembangunan sesuai dengan visi dan misi lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Kotawaringin Timur,
Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Kalimantan Tengah, Maka isu-isu strategis yang terkait adalah:

1. Menuju Sampit Smart City. Merupakan konsep yang diterapkan oleh sistem
pemerintahan untuk mengelola daerah dan kebutuhan pemerintah/masyarakat,
terhadap segala sumber daya dengan efektif dan efisien untuk mampu menjalankan
fungsi penyedia informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu

mengantisipasi kejadian yang tidak terduga.

2. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dimaksudkan untuk
penyediaan sarana, jaringan TIK, data monitoring, akses internet gratis dan Master
Plan TIK. Indikator kegiatan berupa ; Tersedianya sarana, jaringan TIK (Teknologi
Informasi dan Komunikasi) siap pakai dan bebas kendala, Tersedianya data
monitoring, Tersedianya akses internet gratis dan Master Plan TIK Kota Sampit,
serta Terintegrasinya aplikasi, jaringan/koneksi dan data antar SOPD di lingkungan

Pemerintah Kabupaten.
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3. Ketersediaan dan Pengelolaan Aplikasi, Domain/Sub Domain Milik Pemerintah yang
berkualitas. Dimaksudkan untuk mengembangkan aplikasi, domain/sub domain
milik pemerintah, khususnya milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

yang bermutu dan tepat guna;

4. Terpusatnya jaringan dan aplikasi dalam 1 data. Dimaksudkan untuk meningkatkan
ketersediaan data statistik atau informasi tentang perkembangan Kabupaten

Kotawaringin pada umumnya;

5. Persandian pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang belum

maksimal.

F. Cascading Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangannya menjalankan
2 (dua) dari misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur yakni :
a. Misi ke ] Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
b. Misi ke IVMewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan
berwibawa (good governance).
Dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan Visi
tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur maka
ditetapkan beberapa misi sebagai penjabaran dari Visi tersebut. Adapun Misi tersebut
antara lain :
1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang
komunikasi dan informatika.
2. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang
memadai.
3. Meningkatkan pelayanan yang tertib, lancar aman, nyaman dan terjangkau.
4. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat
dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi.
5. Mewujudkan pelayanan prima di bidang teknologi komunikasi dan informatika

terhadap aparatur daerah dan masyarakat.
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G. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan Laporan lkhtisar Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, nomor 356 /LHE-SAKIP/V /INSP-
2023 tanggal 23 Mei 2023 Hasil evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika memperoleh
nilai 70,25 atau predikat BB/Sangat Baik.

H. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023 adalah sebagai
berikut :
Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama
tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

2. Langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan
langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada
tahun mendatang.

3. Disebutkan pula apa saja pencapaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kotawaringin Timur dengan dibuktikan adanya penghargaan yang didapat Oleh

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP, maksud dan tujuan, dasar
Hukum, kondisi umum, permasalahan utama dan isu- isu strategis Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur, cascading kinerja, ringkasan
laporan hasil evaluasi dan sistematika penulisan LKIP.

BAB Il PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai indikator kinerja utama,
rencana kinerja tahunan 2023 dan perjanjian kinerja tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis
akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis
pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan

permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.



Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi
anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka
mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang
capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang
keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan

kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan jangka
waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban
Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur dibuat
pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan

Pemerintah daerah akan menjadiakuntabel.

Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin
Timur tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah
sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-
2026. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten
Kotawaringin Timur telah melalui tahapan- tahapan yang simultan dengan
proses penyusunan RPJMD Tahun 2021 - 2026 dengan melibatkan
stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan
hasil kesepakatan bersama antara Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut akandijabarkan kedalam Rencana
Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin
Timur yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)
tahun. Didalam Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten
Kotawaringin Timur dimuat program dan kegiatan prioritas yang

diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
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1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa

mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

adalah:

“Menata Kotawaringin Timur Sejahtera Untuk Semua”

2. Misi

Tahun 2021-2026

Sedangkan untuk mewujudkan Misi Pemerintah Kabupaten

Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi

sebagai berikut :

Misi 1

Misi 2

Misi 3

Misi 4

Misi 5

Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya
dan bersatu

Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis
Sektor Pertanian

Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara
Proporsional dan Merata

Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis
Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi

Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan

Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan

analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam

kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk

dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan

untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-

2026
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Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk

keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan

target DinasKomunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur

berikut:

Tabel 2.1

sebagai

Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur

NO | TUJUAN/SASARAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun

2022

2023

2024

2025

2026

1 |Peningkatan cakupan
jaringan
telekomunikasi

Meningkatnya
cakupan
jaringan
komunikasi

Tersedianya sistem
data dan statistik
yang terintegrasi

ada

ada

ada

ada

ada

Buku "kabupaten dalam
angka”

ada

ada

ada

ada

ada

Buku "PDRB"

ada

ada

ada

ada

ada

Presentase Perangkat
Daerah yang telah
menggunakan sandi dalam
Komunikasi Perangkat
Daerah

41,67%

52,08%

66,67%

75%

87,50%

Cakupan pembangunan
dan pemberdayakan
kelompok informasi
masyarakat di tingkat
Kecamatan

76,47%

88,24%

100%

117,65%

12941%

Cakupan Layanan
Telekomunikasi

81,08%

82,49%

8581%

90,22%

93,75%

Presentase penduduk yang
menggunakan Hp/Telepon

77%

80%

82%

83%

85%

Proporsi rumah tangga
dengan akses internet

93,010

93,211

93,403

93,596

93,712

Promosi rumah tangga
vang memiliki komputer
pribadi

75,125

75425

75775

76'025

76,400

2 |Peningkatan
implementasi Sistem
Pemerintah Berbasis
Elektronik

Meningkatnya
implementasi
Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik

(SPBE)

Nilai Indeks SPBE

22

25

28

35
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4. Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Indikator
Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai
sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah

mengacu pada RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026.

Tujuan penetapan indikator sasaran (indikator kinerja) adalah
untuk memperoleh informasi Kkinerja secara baik serta memperoleh
ukurankeberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis
organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan
Informatika yangmenjadi acuan untuk periode tahun 2021-2026, sebagai

berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur

TUJUAN INDIKATOR
NO SASARAN KINERJA SATUAN TARGET 2023
1 2 3 4 5
Misi 1 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
Sasaran 4
1 Peningkatan Meningkatkan
cakupan jaringan |cangkupan jaringan Cakupan layanan % 82
telekomunikasi telekomunikasi
Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan
berwibawa
(goog governance)
Sasaran 17
2 Peningkatan Meningkatnya
implementasi implementasi Sistem
Sistem Pemerintahan Berbasis
Pemerl.ntah Elektronik (SPBE) Indeks SPBE il 2.5
Berbasis
Elektronik
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Program prioritas :
1. Program Aplikasi Informatika
Program ini bertujuan untuk menyelenggarakan sistem jaringan intra
Pemerintah Daerah dan menyelenggarakan e-government dilingkup
Pemerintah Daerah dengan mensinkronisasikan pengelolaan rencana
induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik, menyelenggarakan
sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, mengembangkan dan
mengelola ekosistem kabupaten/kota cerdas, memonitotring dan
mengevaluasi pengembanganekosistem SPBE.

Program Penunjang :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Bertujuan untuk memberikan pelayanan administrasi kantor dalam
rangka mewujudkan tertib administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan

Informatika.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Program ini terkait dengan informasi publik bertujuan untuk
penyebarluasan informasi dalam rangka memberikan layanan informasi dan
pengaduan masyarakat melalui kegiatan PPID Kabupaten Kotawaringin
Timur yang membentuk Forum Komunikasi PPID sebagai wadah konsultasi
dan sharing knowledge dan permasalahan dengan PPID Pembantu di

Kabupaten/Kota.

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini bertujuan untuk menyajikan data statistik sektoral sebagai
pendukung perencanaan pembangunan agar lebih terarah, efektif dan
efisien.Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah berkomitmen
terus dalam penguatan Statistik Sektoral dalam mewujudkan Satu Data
Kabupaten Kotawaringin Timur.

Melakukan bentuk pendampingan dan kerjasama dengan akademisi dalam
hal ini dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur dalam
pengembangan capacity building dalam pengelolaan statistik setoral di

Kabupaten Kotawaringin Timur.
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Penguatan sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang statistik
(tenaga fungsional statistisi).Memaksimalkan penggunaan Aplikasi satu data

kotim kab dalam proses pengumpulan data statistik sektoral.

4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi
Program ini bertujuan untuk menyajikan data aplikasi yang diamankan
seiring dengan semakin maraknya serangan siber terhadap situs
pemerintah maka keamanan informasi harus mendapatkan perhatian
utama. Beberapa hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan awarness
tentang keamanan informasi kepada Perangkat Daerah di lingkungan

Kabupaten Kotawaringin Timur.
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B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana Kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui

berbagai program dan kegiatan tahunan.Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah

melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di

dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja

DinasKomunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun

2023

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur

NO TUJUAN/SASARAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SAT TARGET
1 Peningkatan Meningkatnya |Presentase Perangkat % 52,08%
cakupan jaringan |cakupan Daerah yang telah
telekomunikasi  |jaringan menggunakan sandi dalam
komunikasi  |Komunikasi Perangkat
Daerah
Cakupan pembangunan % 88,24%
dan pemberdayakan
kelompok informasi
masyarakat di tingkat
Kecamatan
Cakupan Layanan % 82,49%
Telekomunikasi
Presentase penduduk yang % 80%
menggunakan Hp/Telepon
Proporsi rumah tangga % 93,211
dengan akses internet
Promosi rumah tangga % 75425
yang memiliki komputer
pribadi
2 Peningkatan Nilai Indeks SPBE Indeks | 2,5
implementasi
Sistem Meningkatnya
Pemerintah implementasi
Berbasis Sistem
Elektronik Pemerintahan
Berbasis
Elektronik
(SPBE)
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C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja
tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan
Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan
perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan
kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun
prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan
perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan
mengelola program atau Kkegiatan instansi akan lebih baik, sehingga
diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah serta sebagai
wujud pernyataan komitmen atau tekad dan janji untuk mencapai kinerja
yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, maka rencana kinerja
tahunan ditetapkan sebagai penetapan Perangkat Daerah dengan rumusan
program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan dibuatnya Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan
menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
Dalam Perjanjian Kinerja terdapat penyataan kesepakatan kinerja yang akan
dicapaiantara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab
dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023, secara rinci pada tabel

berikut ini :

LAKIP DISKOMINFO KOTIM _2023 19



Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur

(SPBE)

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
Kinerja
1 Meningkatkan cakupan jaringan Cakupan layanan
telekomunikasi telekomunikasi 82,00 %
Meningkatnya implementasi Sistem
2 | Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks SPBE 2,50
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang
menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan
kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur yang dibuat sesuai
ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat
pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan
dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai
dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan
untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kotawaringin Timur.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran Kkinerja
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran
atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran
diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara
penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan

dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.
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Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran
ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai

berikut:
Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur
No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian
1 | Sangat Tinggi 91 <100
2 Tinggi 76 <90
3 Sedang 66 <75
4  |Rendah 51 <65
5 Sangat Rendah <50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan
oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.Capaian
Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai
dengan Renstra tahun 2021 - 2026, dapat dirumuskan berdasarkan

tujuan yang ada, yaitu :

Meningkatnya Cakupan Layanan Telekomunikasi dan Meningkatny

Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi
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pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi
pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan
kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang
bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur juga melakukan reviu terhadap
Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian
kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan
suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023 menunjukan hasil

sebagai berikut:

Tujuan Renstra tersebut dengan di dukung 2 (dua) indikator sebagai
berikut :

Gambar 3.2
Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur

1 | Meningkatkan Cakupan 82,00 79,46 97% Sangat Laporan
cakupan jaringan layanan Tinggi
telekomunikasi telekomun
ikasi
2 | Meningkatnya Indeks 2,50 3.11 124 Sangat Laporan
implementasi SPBE Tinggi
Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
(SPBE)

Indikator I diatas menunjukkan bahwa belum tercapai secara optimal antara target dan

realisasi, hal itu disebabkan beberap hal sebagai berikut :

1. Belum adanya legalisasi aset tanah yang sah dan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai aset desa menyebabkan terkendalanya
tindak lanjut proses pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)-nya sehingga
mempengaruhi aktivasi perangkat radio/telekomunikasi oleh operator seluler.

Terutama pada desa yang memperoleh bantuan pembangunan menara
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telekomunikasi GSM dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)
Kemenkominfo RI.
2. Pembangunan tower yang dilakukan oleh para penyedia menara telekomunikasi
melalui proses yang sangat panjang dari mulai usulan pengajuan menara, survei dari
penyedia, hingga proses aktivasi sinyal telekomunikasinya.
3. Sinkronisasi pembaruan data menara telekomunikasi belum dapat dilakukan secara
optimal dikarenakan kendala alam, cuaca dan geografis. Beberapa pembangunan
menara telekomunikasi sudah operasional, namun belum stabil, sehingga masyarakat
belum terlayani dengan baik.
4. Masyarakat masih kurang pemahaman tentang arti daerah blankspot, meskipun
beberapa wilayahnya sudah tercover sebaran sinyal 4G namun karena daya pancar
terbatas yang dipengaruhi oleh jarak dari tower, adanya halangan/hambatan
pancaran sinyal seperti rimbunnya pepohonan yang tinggi, terhalang perbukitan
sehingga mereka beranggapan bahwa daerahnya secara keseluruhan masih
blankspot.
Indikator 2 yang mempunyai indikator jumlah capaian nilai indeks SPBE dengan target
yang direncanakan dalam IKU 2023 adalah sebesar 2.50 dan capaian target yang
diperoleh adalah sebesar 3.11 Dari hasil evaluasi, peningkat dicapai dari penilaian Domain
kebijakan SPBE dan Domain Layanan SPBE. Beberapa indikator yang harus ditingkatkan
dan menjadi prioritas untuk dipenuhi guna meningkatkan capaian indeks SPBE adalah
pada:
1. Domain Tata Kelola SPBE, meliputi indikator :

» Perencanaan strategis SPBE;

» Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan

» Penyelenggara SPBE.
2. Domain Manajemen SPBE, meliputi indikator :

» Penerapan manajemen SPBE;

e Audit TIK.

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola,

manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada
Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah

dilakukan terhadap Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur, sudah dapat menggambarkan
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predikat kurang dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan
kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. Kotawaringin
Timur adalah pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan
Publik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa,
Layanan Pengaduan Pelayanan Publik dan Layanan Publik Sektoral. Seluruh keunggulan
tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di
internal Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur menjadi efektif dan efisien, dan Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada
pengguna terkait pengadaan barang dan jasa seperti otomasi alur kerja, transaksi basis
data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data seperti diatur pada Bagian
Pengadaan Barang/Jasa. Layanan pengaduan memiliki kapabilitas pencarian informasi
atau dokumen publik, memiliki transaksi basis data, validasi data, mekanisme
persetujuan, dan analitik data serta dan terintegrasi di Kementerian PANRB terhubung
dengan Pengguna di IPPD untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Serta layanan publik
yang berupa manajemen informasi rumah sakit yang meliputi pendaftaran, rekam medis,
rawat jalan dan rawat inap di RSUD dr.Murjani. Analisis terhadap data dukung belum
menunjukkan bahawa aplikasi SIMRS-SMART telah diintegrasikan dengan aplikasi lain.

Namun disisi lain, pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Kebijakan Tata Kelola SPBE,
Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggaran SPBE
dan Audit TIK yang belum terencana sama sekali. Walaupun aspek Kebijakan Tata Kelola
SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggaran
SPBE dan Audit TIK terlihat sudah dulakukan pada Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan
Pusat Data, Layanan Pusat Data, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi,
namun pada penerapannya, kapabilitas fungsi teknis dari layanan tersebut masih rendah,
dimana kegiatan SPBE di Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur belum dilaksanakan atau
tanpa perencanaan. Proses tata kelola dan manajemen SPBE di Pemerintah Kab.
Kotawaringin Timur. Dilaksanakan tanpa perencanaan, sewaktu-waktu, tidak
terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi. Demikian pula
pada penerapan kegiatan manajemen yang masih belum terencana akan mempengaruhi
keberlangsungan dalam memberikan layanan SPBE. Akibatnya penyedian aplikasi atau

layanan SPBE yang ada tidak terarah, mengandung resiko, tidak teritegrasi dengan baik,
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sehingga bisa berdampak pada pelayanan yang kurang efektif dan efisien. Hal ini
menyebabkan Layanan Publik yang diberikan tidak efektif dan optimal pemanfaatannya.
Saran pada aspek pelaksanaan SPBE yang masih bersifat rintisan seperti Kebijakan Tata

Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi,

Penyelenggaran SPBE dan Audit TIK sangat mendesak untuk segera dilakukan.

Sementara itu untuk aspek Penerapan Manajemen SPBE, Layanan Administrasi

Pemerintahan dan Layanan Publik yang masih bersifat terkelola atau tedefinisi agar

ditingkatkan untuk menjamin keberlangsungan layanan SPBE lebih terjamin serta bisa

lebih baik. Untuk itu keterlibatan SKPD / Unit lain juga diperlukan agar pelaksanaan

SPBE di Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur lebih terkoordinasi dan terarah dapat

ditingkatkan sesuai kebutuhan Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur. Diharapkan dapat

melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE sesuai dengan Peraturan yang berlaku,

sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator

dan kriteria penilaian Perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan

target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2021-2026

diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kotawaringin Timur

2021 2022 2023
TUJUAN / INDIKATOR
NG SASARAN KINERJA TAR REALIS PERSENT TAR REALIS PERSENT. TAR REALIS SEA
GET | ASI i GET | Asi sk GET | Asi Sk
CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN
1 Meningkatkan
cakupan jaringan Cakupan layanan
telekomunikasi telekomunikasi 0 7638 157% 57,30 | 7946 1300 82,00 | 79,46 97%
2 ;
Meningkatnya
implementasi
ot Indeks SPBE 2 1,66 83% 2,2 2,38 1089 9
Pemerintahan HEGHS S g , . Yo 2,5 311 124%
Berbasis
Elektronik (SPBE)

Hasil Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur secara keseluruhan indikator kinerja
sasaran sudah tercapai, hal itu dapat ditunjukkan dengan Hasil Capaian Kinerja rata-rata

pada table diatas. Dari tabel diatas dapat diberikan penjelasan bahwa secara
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keseluruhan capaian kinerja tahun 2023 memenuhi target yang ada dalam Rencana

Strategis.

Kabupaten Kotawaringin Timur

Tabel 3.4

Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Target Awal isasi i
No. | Tujuan/Sasaran Indikator Rgnstra Rg::;i?:l Target Akhir Tingkat
Kinerja Tahun 2023 2026 Kemajuan
1 2 3 4 5 6 7=5/6%*100
Meningkatkan Cakupan
1 | cakupan jaringan | layanan 50% 79,46% 93,72% 85%
telekomunikasi telekomuni
kasi
Meningkatnya Indeks
implementasi SPBE
Sistem
2 Pemerintahan 2 3,11 3,5 89%
Berbasis
Elektronik
(SPBE)

Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam

tahun 2023 telah sesuai dengan yang ditargetkan. Namun demikian, masih terdapat

beberapa indikator kinerja yang masih belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk

itu, Dinas Komunikasi dan Informatika akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih

keras lagi, serta menyempurnakan tingkat kemajuan pencapaian yang ada untuk lebih

mengoptimalkan target pencapaian, sehingga diharapkan di tahun berikutnya capaian

semua sasaran strategis dapat lebih optimalaian.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai
berikut:

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian dengan Standar Provinsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kotawaringin Timur

Standar
. Indikator Realisasi Propinsi g
No. Tujuan/Sasaran Kinerja Tahun 2023 Kalin?antan % Capaian
Tengah
1 2 3 e 5 6=4/5%100
1 Meningkatkan cakupan | Cakupan 79,46% 78 102%
jaringan layanan
telekomunikasi telekomunik
asi
2 Meningkatnya Indeks SPBE | 3.11 2,75 113%
implementasi Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)
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Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta

alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur

Tujuan/Sasar
an/Program/ | Indikator Al Analisis Solusi yang
No. | Kegiatan/Sub Kinerja Rapeet ) Reallas] Capaian | Keberhasilan dilakukan
Kegiatan
1 | Meningkatkan | Cakupan 82,00 79,46 97% Adanya

cakupan layanan Pembangunan

jaringan telekomu Menara

telekomunikasi | nikasi telekomunikasi
baru di
beberapa lokasi
desa yang sulit
sinyal dan blank
spot di
kab.kotim

2 | Meningkatnya | Indeks 2,50 3,11 124 Sudah adanya

implementasi SPBE dasar hukum

Sistem perbub 51

Pemerintahan tahun 2022 ttg

Berbasis SPBE

Elektronik

(SPBE)

Analisis Keberhasilan 1 diatas Adanya Pembangunan Menara telekomunikasi baru di

beberapa lokasi desa yang sulit sinyal dan blank spot di Kabupaten Kotawaringin Timur

dan Untuk Solusi yang dilakukan nya adalah sebagai berikut :
1.

2.

Mengajukan usulan ke Pemerintah Pusat sesuai ketentuan yang berlaku;

Melakukan koordinasi dengan operator seluler;

Memberikan sosialisasi pemahaman terhadap pemerintah kecamatan. desa, dan

warga masyarakatnya untuk mendukung adanya kegiatan pembangunan menara

telekomunikasi dan menunggu proses penyelesaian pembangunan.

Analisis Keberhasilan 2 diatas meliputi :

1. Adanya Kebijakan Internal yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE yaitu

Perbup Kotawaringin Timur No 51 tahun 2022;
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2. Adanya Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Kolaborasi

Penerapan SPBE;
3. Pemanfaatan Layanan Pusat Data Nasional (PDN);

4. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (Layanan Perencanaan,
Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa,
Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang
Milik Negara / Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, dan Layanan

Akuntabilitas Kinerja Organisasi).

Untuk Solusi yang dilakukan tentang meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2024 akan dilakukan penyusunan Dokumen
Arsitektur dan Peta Rencana SPBE serta melakukan Audit Infrastruktur SPBE.

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kotawaringin Timur

o, | Tuuan/ | mdikator | 9% K:g?;g:%{x p | dikator [ o M?}r?:;?{ng
Sasaran Kinerja Capaian Kegiatan Kinerja Capaian Menunjang
1 Meningkatka Cakupan 97% Jumlah 97 % Menunjang
n cakupan layanan - Program sistem
jaringan telekomun Informasi  dan | j;/n0ay
telekomunika | ikasi komunikasi Publik | j,¢rn
Si - Program pemerinta
Penyelengaraan h Daerah
Statistik
2 Meningkatnya | Indeks 124 Program Presentase | 124 Menunjang
implementasi | SPBE Pengelolaan dan Indeks
Sistem Aplikasi Informasi
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik
(SPBE)

Dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa

kinerja sasaran :

1. Meningkatkan cakupan jaringan telekomunikasi berdasarkan realisasi indikator

menunjukkan bahwa belum tercapai secara optimal antara target dan realisasi.

2. Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

berdasarkan realisasi yang dicapai melebihi dari target yang ditetapkan dalam
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Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2021-2026.

Jadi secara keseluruhan untuk sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kotawaringin Timur.
BERHASIL dengan :
1. KINERJA TINGGI untuk sasaran pertama dengan capainan 97 %

2. KINERJA BAIK untuk sasaran kedua berdasarkan Nilai Indeks SPBE Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia dengan Nilai 3,11.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Anggaran dan Manusia dalam

rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur

: Tingkat
Indikator Kinerja Anggaran Helalanss
No, Tujuan/Sasaran % Anggaran | Realisasi %
Target | ®¢252 | capai Capai
an (Rp) (Rp.) an
1 Meningkatkan cakupan
jaringan 82,00 | 79,46 97% 4.164.811. | 3.734.740. | 90%
telekomunikasi 600 000
2 Meningkatnya 123%
implementasi Sistem 2.478.812. | 2.417.219.
Pemerintahan Berbasis 50 Sl R 260 138 3%
Elektronik (SPBE)

Berdasarkan Tabel 3.9 di atas dapat diuraikan beberapa hal berikut :

Pada Indikator Kinerja Meningkatkan cakupan jaringan telekomunikasi dan
Indikator Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
adalah 123 % jadi Capaian kinerja 2 100 dikatakan telah efisien.
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Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur

INDIKATOR KINERJA ANGGARAN R
NO | PROGRAM /KEGIATAN PERSENTASE | ANGGARAN PERSENTASE
; LISAS : REALISASI (Rp) | EFISIENSI
; TRERE] )RR eRpaian (Rp) el Capaian
Program Informasi dan
82,00 79,46 4.164.811.600 | 3.734.740.000
1 Komunikasi Publik 97% 90% 1,08
Program Penyelenggaraan
82,00 79,46 16.911.600|  11.290.000
2 Statistik Sektoral ! ! 97% 67% 1,45
g [Prokram BengelolsaniAplikast 2,50 3,11 2.560.169.710 | 2.417.219.138
Informasi 124% 94% 1,32

B. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai

berikut :
Tabel 3.10
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Ka

Urusan Pemerintahan

Bidang Komunikasi dan

Informatika

1. Program Penunjang
Urusan Pemerintahan 6.292.762.570 5.166.757.403 82.11%
Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Informasi
danKomunikasi Publik

4.147.900.000 3.723.450.000 89.77%

Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan

) ) 2.478.812.260 2.417.219.138 94.42%
Aplikasi Informatika

Urusan Bidang Statistik

1. Program

Penyelenggaraan 16.911.600 11.290.000 66.76%
statistik Sektoral

TOTAL 13.017.743.880 11.318.716.541 86.95%
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur dalam
menghadapi berbagai tantangan di tahun 2023 masih belum mampu mencapai target
yang di harapkan. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator
kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih
berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi
menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi. Selama periode
pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan berbagai upaya
perbaikan dengan melihat evaluasi dari Tim Evaluasi, tidak dapat dipungkiri masih
terdapat beberapa kelemahan dalam melaksanakan kinerja yang telah direncanakan.
Oleh karena itu perlu dilakukan upaya yang dapat mendorong peningkatan kinerja ke
depan, antara lain:

Seluruh program yang telah dilaksanakan pada periode Rencana Strategis
Tahun 2021- 2026 hendaknya dapat menjadi pembelajaran dan masukan untuk
pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 selanjutnya dan Perjanjian Kinerja 2023
untuk memastikan keselarasan cascading sasaran/indikator kinerja di setiap
tingkatan.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin
Timur tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban kinerja yang
telah ditetapkan oleh organisasi dan menjadi salah satu bahan evaluasi atas sasaran
yang ingin dicapai dalam dokumen perencanaan strategis 2021-2026.

Penyusunan laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teksnis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh unit kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menghadapi
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berbagai tantangan di tahun 2023. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan
perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator
kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang.

Selain itu, setiap resiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja
harus dapat diidentifikasi dan dimitigasi. Selama periode pelaksanaan Rencana
Strategis Tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kotawaringin Timur telah melakukan berbagai upaya perbaikan dengan melihat
berita acara Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun
2022, tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa kelemahan dalam
melaksanakan kinerja yang telah direncanakan.

Secara umum dalam mendukung pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2023 mendapatkan alokasi
dana APBD sebesar Rp. 13.017.743.880.00,- yang terealisasi sampai dengan 31
Desember 2023 sebesar Rp 11.318.716.541.00,- atau mencapai 86.95%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja
Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat
kendala dan hambatan dalam proses pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga ke depan perlu dilakukan

upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan di antaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan layanan dan mendukung Rencana Aksi Pencengahan dan
Pemberantasan Korupsi.

2. Meningkatkan struktur (kesiapan SDM, kemampuan birokrasi dan kemampuan
anggaran), infrastruktur (infrastruktur fisik, TIK dan Sosial) dan superstruktur
(kebijakan (perarturan daerah/peraturan bupati, kelembagaan dan pelaksanaan
di urusan Informasi dan komunikasi, persandian dan statistik untuk mendukung
guna menuju Kotawaringin Timur menjadi Kota Cerdas (Smart City).

3. Menyusun dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik sebagai

4. Menjamin keselarasan antara pembangunan/ pengembangan SPBE dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026
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Kabupaten Kotawaringin Timur (mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
arah kebijakan), khususnya dukungan terhadap pencapaian indikator-indikator
kinerja program-program prioritas, visi dan misi amanat nasional, serta visi dan
misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.

5. Menjamin ketersediaan dukungan SPBE dengan tugas pokok dan fungsi semua
OPD pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

6. Memenuhi kesenjangan antara kondisi eksisting lingkungan Sistem Informasi di
lingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini dengan kondisi
yang ingin dicapai di akhir tahun 2026.

Dalam upaya mencapai Visi dan Misi Daerah dalam RPJMD 2021-2026
utamanya Misi III dan IV, maka mutlak hasil evaluasi kinerja tahun ini baik yang
tercapai maupun yang belum tercapai serta faktor- faktor yang mempengaruhinya
akan menjadi bahan pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun ke
depan.

Dengan komitmen dan tekad yang kuat, kerjasama yang solid di semua jajaran
dinas/instansi terkait dan peningkatan kualitas etos kerja, mengoptimalkan potensi
daerah dan sumberdaya yang ada serta terus memperbaiki fungsi manajemen dan
tahap perencanaan, maka optimisme untuk terus melakukan peningkatan kinerja
akan dapat diwujudkan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip
transparansi akuntabilitass seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat
dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas
pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur

dan hasilnya.
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\

b 'Bfipati Kotawaringin Timur

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan
dibawah ini :

Nama : MARJUKI, S.Pd., MSM.

Jabatan -+ Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kotawaringin Timur

Selanjutnya discbul sebagai Pihak Pertama

Nama : H. HALIKINNOR, SH.MM

Jabatan :  Bupati Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja
tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapal target kinerja
Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan vang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Maret 2023

—PRihak Kedua, Pihaly Pertama,

Iiepal?‘ Dinas Komunikasi dan Informatika

P IS aten Kotawaringin Timur
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja | Target Kinerja

Meningkatkan cakupan jaringan ; Cakupan layanan

1 telekor;unikasi telekomunikasi 82,00 %
Meningkatnya implementasi _

2 | Sistem Pemerintahan Berbasis Indeks SPBE 2,50
Elektronik (SPBE)

Program Anggaran Keterangan

Program Penunjang urusan

1 Pemerintahan Daerah RP. 5.725.079.689 APBD
Kabupaten/ Kota .

2 Program Informasi dan Rp. 3.784.410.500 APBD
Komunikasi Publik
Program Pengelolaan Aplikasi

3 Informatika Rp. 2.872.700.311 APBD
Program Penyelenggaraan =

* Statistik Sektoral Rp.  49.551.000 APBD
Program Penyelenggaraan

S Persandian untuk Pengamanan Rp. 49.980.200 APBD

Informasi

Pihak Kedua,

Sampit, 3 Maret 2023

Pihak Pertama,

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kotawaringin Timur

1,S.Pd., MSM.

Pembina\Utama Muda / IV ¢
NIP.19670502 199203 1 013



PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MULTAZAM, ST.M.MT

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : H.HALIKINNOR, S.H.,M.M

Jabatan : Bupati Kotawaringin Timur
Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalain rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2023

Pihak Pertama,

MULTAZAM, ST, M.MT
NIP. 19680528 199903 1 004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nama : MULTAZAM, ST.M.MT
NIP : 19680528 199903 1 004
Pangkat/Gol Ruang : Pembina Utama Muda/iV/c
Jabatan . Kepala Dinas
Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun Anggaran : 2023
No. Sasaran Kinerja Program Indikator Kinerja Target
Program
(1) 2 _3) )
1. |Peningkatan Cakupan Jaringan | Jumlah Sistem 57,50
Telekomunikasi Jaringan Intra '

Pemerintahan Daerah

2. vPeningkatan Implementasi Sistem | Jumlah Dokumen - 2.20

Pemerintahan Berbasis Elektronik Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan ‘
Penyelenggaraan SPBE -
No. Program Jumlah Anggaran Keterangan
(Rp)
1. Program Penunjang Urusan 5.725.079.589;- ' APBD
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Informasi 3.784.410.500, APBD
dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi 2.872.700.311,- APBD
Informatika
1 4. Program Penyelenggaraan Bidang 49;551.900,‘- .- APBD
Statistik
S. Program Penyelenggaraan ‘ 49,980.200, APBD
Persandian Untuk Pengamanan : '
Informasi

Sampit, Januari 2023

KEPALA DINAS,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

MULTAZAM, ST, M.MT
NIP. 19680528 199903 1 004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan c‘lan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YANTINUR, SE, M.M.

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kotim
Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : MARJUKI, S.Pd., M.S.M.

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kotim
Selaku atasan, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak Pertama pada Tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Maret 2023

Pihak Pihak Pertama,

-

MARJUK]/ YANTINUR,SE.MM
Pembina Tingkat 1 IV/b
NIP. 19730901 199903 2 005




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT

ADMINISTRATOR
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

SEKRETARIS
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No. Sasaran Strategi Indikator Kinerja Strategis TARGET

1 2 3 4

Tingkat Keselarasan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerag
dengan RKPD

Meningkatnya nilai capaian
1 indeks SPBE Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 75 %

Tingkat Pemenuhan Komponen
Penunjang Perangkat Daerah
yang sesuan ketentuan
perundang-undangan

Kegiatan- Anggaran - : “Keterangan

1. Administrasi Keuangan Rp. 3.274.476.469 APBD
Perangkat Daerah

2. Administrasi Kepegawaian Rp. 223.148.000 APBD
Perangkat Daerah

3. Administrasi Umum Perangkat Rp. 751.968.700 APBD
Daerah

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Rp. 97.949.718 APBD
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

5. Penyediaan Jasa Penunjang  Rp. 1.142.246.802 APBD

Urusan Pemerintah Daerah

Rp. 235.290.000 APBD

6. Pemeliharaan Barang milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Pihak Pertama,

YANTINUR,SE.MM
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 19730901 199903 2 005




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENDRA SANTQSO, S.Kom

Jabatan : Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut pihak Pertama.

Nama ;. MULTAZAM, S.T., M.MT
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur
Selanjutnya disebut pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan perncapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 10 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
MULTAZAM, S.T., M.MT HENDRA T0O40, 5.Kom

Pembina Utama Muda (IV/c) Pembin )
NIP 19680528 199903 1 004 NIP. 18760 _fl 20@%04 1 010

|
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERSANDIAN

DINAS KOMUNIKAS! DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

|
No. | Sasaran. Indikator Kinerja T.a rge.t
! Program/Kegiatan : Kinerja

1. |Implementasi Sistem Pemerintahan Capaian Indeks SPBE 2.20

| Berbasis Elektronik (SPBE) N (indeks)

2. | Pengembangan dan  Pengelolaan ; Terselenggaranya
Ekosistem  Kabupaten/Kota Cerdas implementasi jangka pendek 2 laporan
(smart city) | smart city tahun 2023 sesuai

i Masterplan. ‘

3. | Penyediaan layanan domain, email dan | Terkelolanya domain, ’

website resmi Pemerintah Daerah i subdomain, email dan website 100 %
‘ resmi Pemerintah Daerah :

4. | Penyediaan layanan sertifikat | Terpenuhinya permohonanf
elektronik dan persandian untuk { dan  pemanfaatan tanda§
keamanan informasi Pemerintah | tangan elektronik  dan’

. iy~ 100%
Daerah persandian dalam :
pengamanan dokumen dan;i
_ informasi Pemerintah Daerah.. |

5. | Pengelolaan aplikasi umum dan khusus | Terkelolanya pemanfaatan |
pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah ! aplikasi umum dan aplikasi§
Daerah : khusus yang mengacu padai 100%
i arsitektur SPBE nasional dan
i L !daerah. l

Kegiatan Anggaran (Rp)

1. Penyelenggaranaan Persandian untuk pengamanan 49.980.200
Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

2. Belanja jasa konsultansi Penyusunan Dokumen SPBE 100.000.000

3. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem 55.417.400
Kabupaten/Kota Cerdas

4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan 23.664.900

SPBE

Pihak Ked

MULTAZAM, S.T.

’

, M.MT

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680528 199903 1 004

Sampit, 10 Januari 2023

NIP. 19760511{200604 1 010




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif] transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil. kami vang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS PRIA DANY.S.Pd
NIP c 19780821 200801 1 011
Jabatan : Pranata Humas

Selanjutnya disebut pthak PERTAMA,

Nama . COK ORDA PUTRA LEGAWA,S.Si.M.S¢
NIP : 19760220 200003 1 006
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit,  Januari 2023
Pihak Kedua. Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan
‘Komunikasi Publik

COK ORDA Pl_,i/TRA LEGAWA,S.81.M.S¢ AGU IA DANY,S.Pd
Pembina IV.a Penata Ill.c
NIP. 19760220 200003 1 006 NIP. 19780821 200801 1 011



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT FUNGSIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. | Tersebamya Keterbukaan Informasi | Tersedianya Sarana Prasarana 1 Tahun
Publik Informasi Publik
Sub Kegiatan Anggaran
1. Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik Rp. 20.194.000

Sampit, Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik

COK ORDA PU LEGAWA,S.Si.M.Sc AGUS A DANY,S.Pd
Pembina IV.a Penata lll.c
NIP. 19760220 200003 | 006 NIP. 19780821 200801 1 011



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . DIANA IRAWATI, S.Kom

Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : HENDRA SANTOSO, S.Kom
Jabatan : Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2023 berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 11 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Atasan Langs

-

-

HENDRA SANTO$0, S.Kom DIANA IRAWATI, S.Kom
NIP. 197605]% 200404 1 010 NIP. 19810116 201101 2 012




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT FUNGSIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
Kinerja
1. | Terselenggaranya Implementasi Tersusunnya dokumen
Jangka Pendek Smart City sesuai Masterplan Implementasi Smart 1 tahun
Masterplan City
2. | Pemanfaatan Aplikasi Umum Tercapainya Jumlah OPD yang 35%
Nasional dan Memfasilitasi menggunakan Aplikasi Umum
Aplikasi Khusus jika diperlukan dan Khusus
‘dengan mengacu pada Arsitektur
SPBE Nasional dan Daerah
Sub Kegiatan Anggaran

1.

Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem
Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Rp. 55.417.400

Sampit, 11 Januari 2023

Pihak Pertama,

h)

-~

DIANA IRAWATI, S.Kom
NIP. 1981016 201101 2 012




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam raneka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan. dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil. kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama - Drs. SUPRIYADI
NIP - 196711251994031004
Jabatan . Pranata Humas

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA,

Nama . COK ORDA PUTRA LEGAWA,S.51.M.5¢
NIP . 19760220 200003 1 006
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2023
Pihak Kedua. Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik
COK ORDA PUTRA LEGAWA,S.Si.M.S¢ Drs. SUPRIYADI
Pembina 1V.a Penata Tk. I 111.d

NIP. 19760220 200003 1 006 NIP. 196711251994031004



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT FUNGSIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

1. Program Pengembangan Komunikasi . Informasi Publik Rp. 19.694.500
2. Program Pengembangan Layanan ke Media Masa Rp. 3.726.194.500

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan

COK ORDA PUTRA LEGAWA,S.Si.M.Sc

Pihak Kedua,

Komunikasi Publik,

Pembina 1V.a
NIP. 19760220 200003 1 006

Sampit, Januari 2023

Pihak Pertama,

Drs. SUPRIYADI
Penata Tk 1 II1.d

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I. | Terlaksananya Kegiatan Kelompok Sebaran Informasi yang terlayani | 1 Tahun
Kerja KIM Masyarakat
2. | Terlaksananya Layanan Hubungan | Menjalin Kerja Sama yang efektif | 1 Tahun
dengan Media Dalam Bidang Media Masa
~ Sub Kegiatan Anggaran )

NIP. 196711251994031004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang cfektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SIGIT PRAMONO, 5.KOM
Jabatan - Pranata Komputer Ahli Muda
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : MOHAMAD GADDAFI, S.Kom, M.Si
Jabatan - Kepala Bidang Infrastruktur Informatika dan Statistik Daerah
Selaku atasan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuaj
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Iﬁl'.t?dua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
al.cumabllllas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 5 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Atasan Langsung

MOHAMAD GADDAFI, S.Kom, M.Si SIGIT PRAMONO, S.Kom

Pembina Penata Tingkat |
NIP. 19731211 200003 1 003 NIP. 19850801 200904 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

; .
. No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2) R @3 )

Terpeliharanya kualitas | Persentase perjanjian tingkat layanan / 98%
layanan  jaringan intra { Service Level Agreement (SLA)
pemerintah daerah

Terpeliharanya kualitas | Persentase perjanjian tingkat layanan / 98%
layanan infrastruktur pusat | service level agreement (SLA)
data pemerintah daerah

Sampit, 5 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pegtama,

MOHAMAD GADDAFI, S.Kom, M.Si SIGIT PRAMONO, S.Kom

Pembina Penata Tingkat 1
NIP. 19731211 200003 1 003 NIP. 19850801 200904 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAMSUDI, ST., MT
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MOHAMAD GADDAFI, S.Kom., M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Informatika dan Statistik Daerah

Selaku atasan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

sanksi.
Sampit, 4 Januari 2023
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
m
MOHAMAD GADDAFI, S.Kom.,M.Si. SYAMSUDI, ST., MT
Pembina (IV/a) Pembina (IV/a)

NIP. 19731211 200003 1 003 NiP. 19730514 199703 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

t
No. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja | -f?;::eg:ja
1 | Tersedianya bahan perumusan Capaian rumusan kebijakan 1 dokumen
kebijakan strategis, pedoman, strategis sesuai ketentuan
NSPK bidang Infrastruktur,
Informatika dan Statistik Daerah _
2 | Tersedianya bahan perumusan Capaian perumusan yang 1 dokumen
teknis tata kelola infrastruktur berkualitas sesuai ketentuan
jaringan layanan internet maupun
intranet untuk dukungan smart
city ) .
Sampit, 4 Januari 2023
Pihak Kedua, Pihak Pertama, -
S Q Z
MOHAMAD G DAF‘I,k S.Kom.,M.Si. SYAMSUDI, ST., MT
Pembina {IV/a) Pembina (IV/a)

NIP. 19731211 200003 1 003 NIP. 19730514 199703 1 007




PERJANJAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan. dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama  : VIDYA KHAIRANI NASUTION, S.Kom
NIP : 19840517 200904 2 007
Jabatan  : Pranata Komputer Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak Pertama.

Nama  : HENDRA SANTOSO, S.Kom

NIP 19760511 200604 1 010

Jabatan : Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian
Selaku atasan, selanjutnya disebut pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 12 Januari 2023
Pihak Redua. Pihak Pertama,
/] N
/ ) 3 0
)
" s
s —

i
HENDRA S,\NTO , S.Kom VIDYA KHAIRANI NASUTION.S.Kom
Pcmb'i?zl (I\‘\Q’il Penata Tinghat 1 (H1/d)
NIP. ]97605I{ 200604 1 010 NIP. 19840517 200904 2 007



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
@ 2) 3 4)
1. | Jumlah capaian indeks SPBE | Tercapainya indeks SPBE 2,20
2. | Tersedianya website resmi | Terkelolanya kebutuhan layanan 95% .
OPD dengan domain resmi | website resmi OPD dengan domain
Pemerintah Daerah resmi Pemerintah Daerah
3. | Terpenuhinya layanan email | Terkelolanya layanan email resmi 1 tahun
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah untuk seluruh
OPD
4. | Tersedianya layanan tanda | Terkelolanya layanan tanda tangan 1 Tahun -

tangan elektronik  untuk
seluruh ASN dan pihak lain

elektronik untuk seluruh ASN dan
pihak lain yang memerlukan sesuai

yang memeriukan sesuai | ketentuan BSrE
ketentuan BSrE.
Kegiatan Anggaran (Rp)
1. Belanja jasa konsultasi penyusunan dokumen 100.000.000
SPBE '
2. Monitoring, Evaluasi dan  Pelaporan 23.664.900
Penyelenggaraan SPBE
Sampit, 12 Januari 2023
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

NIP. 19760511 200604 1 010

-

-

VIDYA KHAIRANI NASUTION,S.Kom
Penata Tingkat I (I11/d)
NIP. 19840517 200904 2 007




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHAMAD GADDAFI, S.Kom., M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Informatika dan Statistik Daerah

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
Nama : MULTAZAM, ST, M.MT
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan [nformatika

Selaku atasan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Sampit, 4 Januari 2023

Pihak Kedua:i g ' Pihak Pertama,

MULTAZAM, ST, M.MT MOHAMAD GADDAFI,\S.Kom.,M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina (IV/a)
NIP. 19680528 199903 1 004 NIP. 19731211 200003 1 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR, INFORMATIKA DAN STATISTIK DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

. Target
No. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kins tia

1. | Terlaksananya koordinasi dan Persentase metadata statistik 100 %
sinkronisasi pengumpulan, sektoral yang mendapat
pengelolaan, analisis dan rekomendasi BPS
diseminasi data statistik sektoral

2. | Terlaksananya peningkatan Persentase pembinaan SDM 100 %
kapasitas SDM Pemerintah Daerah | statistik sektoral
dalam peningkatan mutu statistik
daerah yang terintegrasi

3. | Terselenggaranya otorisasi statistik | Persentase data statistik 100 %
di daerah sektoral yang terpublikasi

sesuai ketentuan ,

4. | Terlaksananya kegiatan statistik Persentase kegiatan statistik 100 %
sektoral sektoral - -

S. | Terkelolanya layanan penyediaan |Capaian layanan yang 1 paket
infrastruktur, jaringan, prasarana |diberikan kepada unit kerja
-dan sarana intra Pemerintah secara berkualitas
Daerah berkualitas

6. | Terkelolanya kelancaran kinerja Capaian penyediaan layanan 1 paket
layanan pusat data Pemerintah pusat data yang berkualitas
Daerah secara optimal

7. | Terlaksananya pengumpulan data | Persentase hasil pengumpulan 100 %
statistik melalui metode yang data statistik sektoral sesuai
berlaku ' ketentuan

8. | Terlaksananya pengolahan data Persentase hasil pengolahan 100 %
statistik sektoral data statistik sektoral

9. | Terselenggaranya analisis data Persentase hasil analisis data 100 %
statistik sektoral statistik sektoral sesuai

ketentuan

10. | Terkelolanya penyajian dan Persentase data dukung 100 %
diseminasi data statistik sektoral | publikasi statistik sektoral

11 | Tersedianya bahan perumusan Capaian rumusan kebijakan 1 dokumen
kebijakan strategis, pedoman, strategis sesuai ketentuan
NSPK bidang Infrastruktur,

Informatika dan Statistik Daerah _

12 | Terkelolanya data Capaian pengadministrasian 100 %
pengadministrasian retribusi tower |retribusi tower telekomunikasi
telekomunikasi di wilayah Kab. terkelola sesuai target PAD
Kotim .

13 | Tersedianya bahan perumusan Capaian perumusan yang 1 dokumen

teknis tata kelola infrastruktur
jaringan layanan internet maupun
intranet untuk dukungan smart

city

berkualitas sesuai ketentuan




Kegiatan

Anggaran

1. Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, Rp. 24.262.400,-
analisis dan diseminasi data statistik sektoral

2. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Rp. 18.161.600,-
Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi

3. Penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah Rp. 23.947.500,-

4. Penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Rp. 2.304.400.840,-
Daerah

5. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Rp. 528.000.000,-
listrik/jasa layanan

6. Pengelolaan pusat data Pemerintahan Daerah Rp. 309.499.303,-

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

MULTAZAM, ST, M.MT
Pembina Utama Muda (IV/c)

Sampit, 4 Januari 2023

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Infrastruktur,
Informatika dan Statistik Daerah

MOHAMAD \GAD. ,S.Kom.M.Si
Pembina (IV/a)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangha mewujudkan manajemen pemerttahan vang clekul, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah i

Nama : COK ORDA PUTRA LEGAWA S.SLM.Se
NIP c 19760220 200003 10006
Jabatan o Kepala Bidang Pengelolaan fnformast dan Komunikasi Publik

Selanjumya discbut pihak PERTAMA,

Nama - MULTAZAM, ST., M.M
NIP : 19680528 199903 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutmya disebut pihak KEDUA.

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesua
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperfukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
an‘

Kabupaten Kotawgringin Timur,
MULTAZAM, ST., M.M COK ORDA PUTRA LEGAWA,S.5i.M.S¢
Pembina Utama Muda IV.c Pembina IV.a
NIP. 19680528 199903 1 004 NIP. 19760220 200003 1 006




/’

/ L AMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
‘ PEJABAT ADMINISTRATOR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

’ ?AR’GET’ 5

INDIKATOR KINERJA
'A , IV fahun

NO. SASARAN STRATEGIS
"~ Scbaran Informasi yang terlayani

I lerlaksananya Kegiatan Kclompok

KeaKiM _Masyarakal T -

2] crlakwnanya Laydnan Hubungan Mcnjalm Kerja Sama) yang,  elektif 1 Tahup
dengan Media ~Dalam Bidang MediaMasa ... -

3 Terwujudnya Pengelolaan Terbitnya PPID Pembantu dxsellap "1 Tahun
_Informasi dan Komunikasi Publik _ soep - : ]

4 luscbarnya Keterbukaan " Tersedianya Sarana Prasarana | | Tahun
J

* Informasi Publik .!,nlopn?,s'.l?!bhk I

Anggaran

Rp. 19. 694. 500
Rp. 3.726.194.500

Rp. 18.327.000
Rp. 20.194.000

Sub Kegiatan
Program Pengembangan Komunikasi , Informasi Publik
Program Pengembangan |.ayanan ke Mcdia Masa

Pengelolaanpada Informasi dan K omunikasi Publik

8 WON -

Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik
Sampit,  Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kolawann;_.,m Timur,

MULTAZAM, ST, M.M
Pembina Uitama Muda Ve
NIP. 19680528 199903 1 004

COK ORDA PUTRA LEGAWA.S.Si.M.Sc
Pembina IV.a
NIP 19760220 200003 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini .

Nama : SARIPAH, A.Md
Jabatan . Kasubbag Keuangan dan Perencanaan
Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama . JUMBERI, S.1P

Jabatan . 19690609 199003 1 009

Selaku atasan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja

tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 05 Januari 2023

Pihak Kedua Pihak Pertama,

Sl

SARIPAH, A.Md
Penata Tingkat1 / 111 d
NIP. 19690609\99003 1 009 NIP. 19710407 199403 2 006




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAIZAH TRI NUR IZZA, S.Mat
Jabatan : Analis Statistik

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

- Nama : MOHAMAD GADDAFI, S.Kom., M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Informatika dan Statistik Daerah

Selaku atasan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

sanksi.
Sampit, 5 Januari 2023
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
MOHAMAD GADDAFI, S.Kom.,M.Si. FAIZAH TRI NUR IZZA, S.Mat
Pembina (IV/a) Penata Muda (III/a)

NIP. 19731211 200003 1 003 NIP. 19990923 202203 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja I'gia:f:j;
1. | Terlaksananya pengumpulan data |Persentase hasil pengumpulan | 100 %
statistik melalui metode yang data statistik sektoral sesuai
berlaku ketentuan

2. | Terlaksananya pengolahan data Persentase hasil pengolahan 100 %

statistik sektoral : data statistik sektoral
3. | Terselenggaranya analisis data Persentase hasil analisis data | 100 %
statistik sektoral statistik sektoral sesuai
ketentuan
4. | Terkelolanya penyajian dan Persentase data dukung 100 %

diseminasi data statistik sektoral |publikasi statistik sektoral

Sampit, 5 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Infrastruktur, Informatika Analis Statistik
dan Statistik Daerah ety

MOHAMAD GADDAFI,S.Kom.,M.Si._ | FAIZAH TRI NUR IZZA, S.Mat
Pembina (IV/a) Penata Muda (III/a)
NIP. 19731211 200003 1 003 NIP. 19990923 202203 2 005




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berarientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD FADILLAH, S.Kom
Jabatan : Analis Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin
Timur

Selanjutnya disebut pihak Pertama.

Nama : HENDRA SANTOSO, S.Kom

Jabatan : Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan perncapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 10 Januari 2023

Pihak Pertama,

g S
e

/{

MUHAMMMAD FADILLAH, S.Kom
Penata Muda (lll/a)
NIP. 197605113 200604 1 010 NIP. 19890821 202012 1 007




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS SISTEM INFORMASI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sasaran . R Target
No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
1. | Penyediaan layanan domain, email dan | Terkelolanya domain, 100 %
website resmi Pemerintah Daerah subdomain, email dan website
resmi Pemerintah Daerah
2. | Penyediaan layanan sertifikat | Terpenuhinya permohonan 100 %
elektronik dan persandian untuk | dan  pemanfaatan  tanda
keamanan  informasi  Pemerintah | tangan elektronik dan
Daerah persandian dalam
pengamanan dokumen dan
informasi Pemerintah Daerah.
3. | Pengelolaan aplikasi umum dan khusus | Terkelolanya pemanfaatan 100%

pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah

aplikasi umum dan aplikasi
khusus yang mengacu pada
arsitektur SPBE nasional dan
daerah.

NIP. 19760511 0060

1010

Sampit, 10 Januari 2023

Pihak Pertama,

MUHAMMMAD FADILLAH, S.Kom

Penata Muda (l11/a)

NIP. 19890821 202012 1 007




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah
ini :

Nama : NUR AVIDA STYAMUKTI, A.Md
Jabatan : Pengelola Program dan Laporan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MARINA GATI ENDAH MUMPUNI, ST., MAP

Jabatan : Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama. :

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 10 Januari 2023
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
MARINA GATI ENDAH MUMPUNI,ST.,MAP NUR AVIDA STYAMUKTI, A.Md

Pembina (1V/a) Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 19800710 200604 2 014 NIP. 19870710 201101 2018




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

INDIKATOR KINERJA
No. SASARAN STRATEGIS STRATEGIS TARGET
1 2 3 4
. Jumlah PNS yang mendapat
1 Mempgk atnya Pelayanan pelayanan Administrasi 100%
Administrasi .
Kepegawaian
Jumlah Surat Dinas yang
9 ‘Meningkatnya administrasi | teradministrasi sesuai 100%
surat menyurat ketentuan dan terdistribusi °
sesuai alamat/tujuan
Jumlah penerimaan dan
Tersedianya laporan yang | pengumpulan data dalam o
3 . - 100 %
memadai rangka kegiatan penyusunan
laporan
. .. . | Jumlah laporan barang dan aset
4 g::;ggk &ﬁ%igﬁnaflsuam Persentase untuk tercapainya 100%
g WTP Pemerintah Daerah
Sampit, 10 Januari 2023
Pihak Kedua, _ Pihak Pertama,
W | (
MARINA GATI ENDAH MUMPUNI,ST.,MAP - NUR AVIDA STYAMUKTI, A.Md
Pembina (IV/a) ' - Pengatur Tingkat I SII é d}
NIP. 19800710 200604 2 014 NIP. 19870710 201101 2018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Dany.
Jabatan : Pengelola Teknologi Informast

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MOHAMAD GADDAFI, S.Kom., M.Si.
Jabatan . Kepala Bidang Infrastruktur Informatika dan Statistik Daerah

Selaku atasan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

sanksi.
Sampit, 4 Januari 2023
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
/,/
MOHAMAD GADDAFI\S.Kom.,lM. Si. Rahmat Dany

Pembina (IV/a) Pengatur Tk. I (II/d)
NIP. 19731211 200003 1 003 NIP. 19811223 200604 1 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR, INFORMATIKA DAN STATISTIK DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

. . . . Target
No. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja
1. | Terkelolanya layanan penyediaan |Capaian layanan yang 1 paket
infrastruktur, jaringan, prasarana |diberikan kepada unit kerja
dan sarana intra Pemerintah secara berkualitas
Daerah berkualitas
2. | Terkelolanya kelancaran kinerja Capaian penyediaan layanan 1 paket

layanan pusat data Pemerintah
Daerah secara optimal

pusat data yang berkualitas

Pihak Kedua,

-

MOHAMAD GADDAFN S.Kom.,M.Si.

Pembina (IV/a)
NIP. 19731211 200003 1 003

Pihak Pertama,

e

Rahmat Dany

Pengatur Tk. 1 (11/d)
NIP. 19811223 200604 1 013




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFOREMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . RUSDIANSYAH, A.Md
Jabatan . Operator Sandi dan Telekomunikasi

Selanjutnya disebut pihak Pertama,

Nama :  HENDRA SANTOSO,S.Kom
Jabatan . Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian

Selanjutnya disebut pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 10 Januari 2023

Pihak Kedua, ' , Pihak Pertama,
Kepala Bidang Teknologjtnformasi dan Persandian Operator Sandi dan Telekomunikasi

R Ia
HENDRA SANTOX0, S.Kom RUSDIANSNAH, A.Md
Pembink ( [Via) Pengatur T / (T1/d)
NIP. 19760351 § 200604 1 010 NIP. 19781115 201001 1 006



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target
Kinerja
1 2 3) 4
1. | Sertifikat elektronik pada tanda | Tersedianya layanan tanda tangan 1 Tahun
tangan elektronik elektronik untuk seluruh ASN dan
pihak lain yang memerlukan sesuai
ketentuan BSrE
2. |Persandian untuk  pengamanan | Tersedianya layanan persandian | 1 Tahun
informasi Pemerintah Daerah untuk pengamanan data dan informasi
Pemerintah Daerah.

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian

Pihak Kedua,

HENDRA SANT®SO, §.Kom
- Pembina (1y¥/a)!l -
NIP. 19760511 200604 1 010

Sampit, 10 Januar 2023

Operator nT

Pihak Pertama,

lekomunikasti

Pengatur TK ¥/ (11/d)
NIP. 19781115 201001 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EMY MARLINA, A.Md
Jabatan . Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : SARIPAH, A.Md

Jabatan : 19710407 199403 2 006

Selaku atasan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama Pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang secharusnya
sesual lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan vang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 5 Januari 2023

Pihak Kedua : i Pihak P ama,
SARIPAH, A.Md EMY MARLINA, A.Md
Penata Tingkat 1 / 111 d Penata Muda Tiingkat I/ [T b

NIP. 19710407 199403 2 006 NIP. 19791119 201001 2 006



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

Nama EMY MARLINA, A.MD
Pangkat / Gol Ruang Penata Muda Tingkat I /11 b
Jabatan Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin
Timur
Tahun Anggaran ;2023
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 , 3 5
Jumlah PNS yang mendapat pelayanan
i Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Program Penunjang 100%
- | Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
. . . . | Jumlah barang yang terinventarisasi
2 ';‘:g:.nuhmy a arsip data inventaris Program Penunjang Urusan Pemerintahan 100%
S Daerah Kabupaten/Kota
KEGIATAN ANGGARAN

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Pihak Kedua,

Yoo

SARIPAH, A.Md
Penata Tingkat1 / I d
NIP. 19710407 199403 2 006

<Rp. 744.455.400,-

Rp. 235.290.000;-

Sampit, 12 Januari 2023

_ Pihak Pgrtama,

EMY MARLINA, A.Md
Penata Muda Tingkat 1/ HI b
NIP. 19791119 201001 2 006




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : BUDI SANTOSO
NIP ;19821111 200904 1 002
Jabatan : Pengelola Teknologi Informasi

Selanjutnya disebut PITHAK PERTAMA,

Nama : MOHAMAD GADDAFI, S. Kom, M.Si
NIP : 19731211 200003 1 003
Jabatan . Kepala Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah

Selaku atasan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan- dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 12 Januari 2023

PihakKedua PihakPertama,

MOHAMAD GADDAFI, S. Kom, M.Si UDI SANTOSO
Pembina/1V a Pengatur /1l c
NIP.19731211 200003 1 003 NIP. 19821111 200904 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR, INFORMATIKA DAN STATISTIK
DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN

KOTAWARINGIN TIMUR
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Terkelolanya layanan penyediaan | Capaian layanan yang
1 infrastruktur, jaringan, prasarana dan | diberikan kepada unit kerja 1 Paket
sarana intra Pemerintah Daerah | secara berkualitas
berkualitas

Terkelolanya data pengadministrasian | Capaian

retribusi tower telekomunikasi di | pengadministrasian
2 | wilayah Kab. Kotim retribusi tower 100%
telekomunikasi terkelola
sesuai target PAD

Sampit, 12 Januari 2023
PihakKedua, Pihak Pertama,

P

MOHAMAD GADDAPRI, S. Kom, M.Si UDY SANTOSO
Pembina/IV a : Pengatur 11/c
NIP. 19731211 200003 1 003 NIP.19821111 2009Q41002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekt}f, transﬁplar'a, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . NOORRACHMI
NIP ;19811204 200904 2 001
Jabatan :  Bendahara Pengeluaran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama - . SARIPAH.A.Md
NIP . 19710407 199403 2 006
Jabatan :  Kasub Bag Keuangan dan Perencanaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja tehadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2023

Pihak Kedua, .
PlhaF( Pertama,

b o
SARIPAH. A.Md NOORRACHMI
PENATA TINGKAT 1/ lll.d PENGATUR TINGKAT | /1l.d

NIP. 19710407 199403 2 006 NIP. 19811204 200904 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BENDAHARA PENGELUARAN

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja
1 | Tersedianya Surat Perintah [ Jumlah Surat 100%
Pembayaran (SPP GU, SPP | Perintah 250 Lembar
LS). Pembayaran (SPP),
SPP GU dan SPP-
LS yg tersedia
2. | Tersedianya Transaksi Jumlah Transaksi 100%
pembayaran/pengeluaran pembayaran 12 Dokumen
(belanja) Buku Kas Umum | pengeluaran
(BKU), Buku Pajak Buku (belanja) ke dalam
rekapituiasi Pengeluaran Buku Kas Umum
per rincian objek dan Buku | (BKU), Buku,pajak
Register SPP UP/GU/TU/LS | Buku Rekapitulasi
Pengeluaran per
rincian Objek dan
Buku RegisterSPP
-UP/GU/ LS
3. | Terlaksananya penyetoran | Jumlah Bukti 100%
pajak penyetoran pajak
yang tersedia
4. | Terlaksananya pembayaran | Jumlah Bukti 100%
atas tagihan Belanja pembayaran atas
tagihan/kuitansi
5. | Tersedianya register Jumlah Dokumen 100%
penutupan kas register penutupan 12 Dokumen
kas
6. | Tersedianya laporan/surat | Jumlah Berkas 12 Berkas

pertanggungjawaban (SPJ)
pengeluaran secara
administratif kepada
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran dan
secara fungsional kepada
Bendahara Umum Daerah

laporan/surat
pertanggungjawaban
(SPJ) pengeluaran
dan penerimaan
secara administratif
kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran
dan Umum Daerah
(BUD)

Pihak Kedua

Hol

SARIPAH.A.Md
PENATA TINGKAT i/ llL.d
NIP. 19710407 199403 2 006

Sampit, Januari 2022

PihakpPertama

NOORRACHMI
PENGATUR TINGKAT | /li.d
NIP. 19811204 200904 2 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KASUBBAG KEUANGAN DAN PERENCANAAN

Nama : SARIPAH, A.Md

Pangkat / Gol Ruang Penata Tingkat1 / Iil d

Jabatan Kasubbag Keuangan dan Perencanaan

Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin

Timur
Tahun Anggaran ;2023
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 5
Terpenuhinya Pengelolaan o -
Keuangan (pembiayaan, . 100%
1 | pendapatan dan belanja) yang P:;se:::;;c;l;m;e\:;:fuomn keuangan
transparan,akuntabel, inovatif dan yang P
tertib.
. _— Persentase dokumen perencanaan dan
2 Terpenuhinya dokumen kinetja -penyelenggaraan pemerintahan yang 100%
perencanaan. .
sesuai dokumen
Sampit. 12 Januari 2023
Pihak Pertama.
Pihak Kedua,

NIP. 19690609 199003 1 009

Al

SARIPAH. A.Md
Penata Tingkat1 - 111 d
NIP. 19710407 199405 2 006



Lampiran [

Nomor : 800/0!4 /Set-Diskominfo/1/2024
Sifat : Penting
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023
TRIWULAN IV .
TARGET REALISASI
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA | SATUAN 2023 | TRIWULAN CAPAIAN
v
Meningkatkan cakupan jaringan Cakupean layanan
1 telekomunikasi telekomunikasi % 82,00 - 79:46 91%
Meningkatnya implementasi Sistem
2 |Pemerintahan Berbasis Elektronik Indeks SPBE indeks 2,50 3,11 244
(SPBE)

Rata - Rata capaian




Kendala Permasalahan Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin “Timur
Triwulan [V Tahun 2023 '

NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

KENDALA/MASALAH

Meningkatkan cakupan jaringan
teleckomunikasi

Cakupan layanan
telekomunikasi

- Kendalanya karena pembangunan tower yang dilakukan
oleh para penyedia menarn telekomunikasi melalui-proses
yang sangat panjang dari mulai usulan pengajuan menara,
survei dari penyedia, hingga proses aktivasi sinyal
telekomunikasinya.

- Masalahnya pembaruan data tower belum dapat dilakukan
secara optimal dikarenakan kendala alam,cuaca dan
geografis. Beberapa pembangunan tower sudah optimal,
namun belum stabil, sehingga masyarakat belum terlayani
dengan baik.

Meningkatnya implementasi
Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)

Indcks SPBE

- Kendalanya Assesment SPBE telah dilakukan oleh
Pemerintah Pusat Kementerian PANRB, namun hasil
penilaian di lakukan pada Triwulan 1V Tahun 2023

- Masalahnya Sudah dilakukan evaluasi dari Kemenpan
RB hasil Pamantauan triwvulan IV baru keluar Dokumen
SPBE dari Kemenpan Berupa LHE ( Laporan Hasil '
Evaluasi) SPBE a




CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023

TRIWULAN IV
Lampiran 1
Nomor :800/  /Set-Diskominfo/1/2024
Sifat : Penting
SOPD Penanggung Jawab : Dinas Komunikasi dan Informatika
REALISASI
IKATOR KI .
NO SASARAN IND OR KINERJA SATUAN | TARGET 2023 TRIWULAN IV CAPAIAN
Misi 1 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
Sasaran 4
1 Meningkatkan cakupan jaringan Cakupan layanan telekomunikasi % 82,00 79,46 97%

teleckomunikasi

Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance)

Sasaran 17

Indeks SPBE

indeks

2,50

3,11

24.4




Kendala Permasalahan Capaian Indikator Kinerja Utama
“Triwulan I'V Tahun 2023

A INDIKATOR
NO. SASARAN KINERJA KENDALA/MASALAH
1 |Mecningkatkan Cakupan layanan{- Kendalanya karena pembangunan tower yang dilakukan oleh para penyedia menara telekomunikasi melalui
cakupan jaringan | telekomunikasi |prosesyang sangat panjang dari mulai usulnn pengajuan menara, survei dari penyedia, hingga proscs aktivﬁsi
telekomunikasi sinyal telekomunikasinya.
- Masalahnya pembax‘uun data tower belum dapat dilakukan secarn optimal dikarenakan kendala alam,cunca
dan geografis. Beberapa pembangunan tower sudah optimal, namun belum stabil, sehingga masyarakat belum’
terlayani dengan baik.’
2 |Meningkatnya Indeks SPBE |- Kendalanya Assesment SPBE telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat Kementerian PANRB, namun hasil
implementasi penilnian di lakukan pada Triwulan 1V Tahun 2023
Sistem
Pemerintahan - Masalahnya Sudah dilakukan evaluasi dari Kemenpan RB hasil Pamantauan triwulan IV baru keluar
Berbasis Dokumen SPBE dari Kemenpan Berupa LHE ( Laporan Hasil Evaluasi) SPBE
Elektronik (SPBE)

Catawan : Target sudah sesuai Perjanjian Kinerja Kab.Kotim Tahun 2023




Lamplran1.a
LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK (APRD)

DISKOMINFO KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PER 31 DESEMDER 2023

JUMLAH PROGRAM : & PROGRAM
JUMLAH KEGIATAN s 1" KEGIATAM
JUMLAH 8UB KEGIATAN 3 37 SUBKEGIATAN
REALISASI TOTAL REALISASI
PAGU ANGGARAN (Rp.) = e
KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN JUMLAH ANGGARAN KEUAoM SUANEAN REUAN SISA ANGGARAN
BELANJA FISIK (%) FISIK (%) FISIK (%)
OPERASH BELANJA MODAL BELANJA OPERASI BELANJAMODAL|  KEU (%) (Rp) (%)
2 3 R D e .8 L1 12011/4*100 L&) 200811414417 v El 2
) UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAIAN i W A e
117.206.168 11.2A9.322.791 93,56
: i S e i) e
2 |16 |01 3767426056 2.997.507.870 7956 98,02
5|1 (o1 Belanja Pogawal 1.764.476.056 BI64ATH.H56 2.994.558.870 79,56 90,02 - . 2.994.550.870 769.917.986
51 fo1 |01 [ Bielanja Gall dan Tunjangan ASN 2005.TROEYG 2.005.7H0.596 1.569.905.363 w27 100,00 - - 1.569.905.363 435.002.233
El Helmia Gall Pakok PNS 1.271200.000 1.271.200.000 1.341.779,680 49,82 100,00 . . 1141779680 120420320
Belanja Gajl Pekok PPPK 55956.600 55.956.600 . . - 55.956.600
Belanin Tunjungan Koluarga PNS 142.819.680 142.019.880 111.203.092 7792 100,00 - - 111.283.002 31536788
5 1 |01 |01 |oz (0002 |Uelunja Tunjungan Keluarga FPPK 5814340 5814340 q s . ] - - 5014340
5 1 |o1 |o1 [03 (0001 |BelaniaTunjungan jubatan PNS 124.600.000 124.600.000 102.270.000 82,00 100,00 . - 102270000 Az 100,00 22.430.000
5 1 {01 |ur |04 |0001 | BelanjoTunjungan Fungsional PS. 83.300.000 23.300.000 65.400.000 751 100,00 . . 65.400 000 31 100,00 17.900.000
S [1 10 o1 [n4 |O0O2 Helanin Tunjungan Fungsional PPPK 5418000 5.418.000 - . . - - . . SA1ROGD
5 |1 {01 |or |05 [0001 | |Belania Tunjungan Fungsienal Umum PNS 34.591.200 34.591.200 18.565.000 53,67 100,00 - - 18.665.000 61,67 100,00 16,026.200
5 1 o1 o1 |06 |0001 |BelanjaTunjungan Beras PNS 83.452.600 03.432.600 66.409.140 79,58 100,00 - 66,409,140 79,50 100,00 17.043.460
5 1 {01 o1 |oa |000z |Pelania Tunjungan Deras PPPK 4,055.520 4055520 : . . E . . 4055520
s [1 o1 for |07 |enol | @elanjn Tunjungan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.500.000 10500000 5839451 5561 100,00 - 5.839.451 100,00 4.660.549
5 [1 Jor [01 |08 |0001 |Pelanja Pumbuiatan Gaji PNS 7174 7474 17333 63,79 100,60 . - 17.333 63,70 100,00 QR4
5 [1 jo1 o1 |08 [0002 |Belania Parbulatan Gaji PPPK 143362 243362 - . e : 243362
- = I =
5 (1 Jo1 o1 0001 | Belanjn luran Jaminan Kesshatan PNS 159.606.090 159.606.050 49.013.605 3071 100,00 . 42.013,605 30,71 100,00 110.592.405
5 (1 o1 jor 002 | Belanjn luran Jaminan Keschatan PPPK 3.476928 3476928 - - - 1476928
5 [t {01 |01 |10 [0001 |BeLsnja lurn Jaminan Kecelakinn Korja PNS A540.000 8.540.000 1312012 73 100,00 B 2332012 273 100,00 6207988
5 (1 |o1 |01 |10 |0002  |Belanja lurun Jaminan Kecolskann Karja PPPK 420,000 420,000 - - . - 420,000
5 [1 o1 o1 |11 |0001 |Belanjaluran jaminan Kematian PNS 11201876 11201876 6596050 6245 100,00 - . 6996050 62,45 160,00 4205826
5 [t o1 |01 |11 |000z |Belanju luran Jaminan Kematian PPPK 565.026 565.026 5 - 2 . - 565.026
s |1 |o1 o2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.723.680.260 1.723.608.260 1.389.653.507 80,62 05,71 - - 1.309.653.507 8062 05,71 334.034.753
5 |1 |01 |oz |o1 |ocol Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1,723.680.260 1.723.688.260 1.389,653.507 | BO,62 5,71 - - 1.3689.653.507 80,62 asn 314,034A75j
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REALISAS| TOTAL REALISASI

PAGU ANGGARAN (Rp.)
KEUANGAN KEUANGAN
KODE M [ KEGIATAN / SUB 1RINCIAN JUMLAH ANGGARAN HEDANGAN G EEia St SISA ANGGARAN
e b BELANJA MODAL BELANJA OPERASI KEU (%] BELANJAMODAL|  KEU (%) ®p) %)
| B R % S S Sk
z e L, B
b
s (1 BELANJA OPERASH 7.910.000 - 7.910.000 3.738.000 4126 100,00 - - - 3,738.000 4726 100,00 4.172.000
5 |1 (o2 Helanja Barang dan Jasa 7.910.000 e 7.910.000 3.738.000 47,26 100,00 - - . 3.738,000 47,26 100,00 4.172.000
s |1 oz |ou | Betanja arang 7.910.000 - 7.910.000 3.738.000 4726 100,00 - - - 3730000 | 4726 100,00 4172000
s [1 [0z [0 |o1 [oozs n”h.w»rc__.z..s_is.::x...:..»:.._..,_.. 7910000 : 7910000 1.730.000] 4126 100,00 . 5 . 3730000 | 4726 100,00 4.172.000
i 7ed L 21l = F P e AR A e g o ,..._u”.ll.ﬂudwolw 2 = = it o = > = e 3= e ™ e T T T T P Bl e e e
5 i1 BELANJA OPERAS! 12431.200 . 12.431.200 12.419.000 99.91 100,00 . - . 12.419.600 99,91 100,00 11.400
5 [1 |02 Belanja Barang dan Jusa 12.431.200 - 12.431.200 12.419.800 99.91 100,00 s - . 12.419.800 2991 100,00 ) 11.400
s [1 foz |m Belanja Barang 12431200 . 12.431.200 12.419.800 99,91 100,00 - . - 12419000 | 9991 100,00 11.400
Aelanja Alat/Bahan untuk Kegistan Kantor - Perabot kantor 12.431.200 - 12.431.200 12.419.800) 99,91 100,00 . - . 12.419.600 49,91 100,00 11.400
MaI PR b i FE ,}\I..,!i.ﬂ..._..!ﬁmbiud S s o PR S e LT R
RELANIA OPERASI 5.920.,000 ¥ 5.920,000 5.919.336 99,99 100,00 . - . 5919336 99,99 - ik
5|1 oz Belanja Barang dan Jasa £.920.000 - ...auo.ao.u 5.919.336 99,99 100,00 . - . 5.919.136 99,99 100,00 . 664
5 |1 [0z (o1 Belanja Barang 5.920.000 . 5.920.000 5.919.336 99,99 100,00 - . . 5.919.136 49,99 100,00 664
t D1 {0043 |Belanja Natuna dan Pakan Natuna 5920000 . 5.920.000 5919.336) 99,99 100,00 . - - 5919336 99,99 100,00 664
PR O ) e e e e e P T S e | P R = S ST e P TV PV T : i T P I T T
5 |1 BELANJA OFERASI 12.106.000 . 32.806.000 21.241.500 64,75 100,00 - . - 21201500 | 6478 tooon | 11.564.500
s |1 |0z Belanja Harang dan jusa A2H06.000 . 32.606.000 21.241.500 64,75 100,00 - - - 21.241.500 64,75 S\_,.S:‘ ..,._..ai.m.a
502 |m Belanja Barang 32.806,000 . 32.006.000 21.241.500 64,75 100,00 . - - 21.241.500 64,75 100,00 11.564.500
S I N e o 11.925.000 : 31.025.000 20.430.300 22 10000 , - - 20439300 | 6422 100,00 11:385.700
ntor s
s |1 |0z [or [on [oozs [Qelmiadiat/BabanuntukcKeglatan Kantar - erids dan 961,000 . 981.000 802200 . . - 802200 | 61T 100,00 178500
g = s
S ranyedisab B ¢ | BU7U.00
s | BELANJA OPERASI 31.9%1L00D . 31.990.000 23,120,000 72285 100,00 - . - 23,120,000 7228 100,00 na70.000
5 [1 [0z Relanja Barang dan jass 31.996.000 . 31.994,000 23.120.000 7225 100,00 - - . 21.120.000 7225 10000 | 1.878.000
5 |1 |0z |; Belanja Barang 31.998.000 - 31.998.000 23.120.000 7235 100,00 - - - 23.120.000 7225 100,00 2.878.000
s |t Jo2 [o1 [o: |0062 |Belanja Langpanan Jumal/ Surat kabar /Majalah 31958000 - 31,998.000 23420000 7225 100,00 23.120.000 7228 100,00 8.676.000
Sl A R 17 B P B P e T O e o g T ; s 2 e o o P e R
4 i 00
s [1 HELAN]A OPERAS 26.330.000 - 26330000 26.9681.800 58,68 100,00 - . . 26981800 | 9860 100,00 340200
s |1 |o2 Belanja Barang tin jasa 26.330.000 - 26330.000 25.981.800 90,68 100,00 - . - 26.981.800 [ 99,68 100,00 348.200
5 [1 oz o1 Getanja Darang 26,330,000 - 26.310.000 25.981.800 98,68 - - . - 25981800 [ 98,68 100,00 348200
5t 14 [o2 ot (41 jopgal, || ROSREAIAE Eaan rmAciegin Kackor - At Tl 6123400 : 8123400 7.790.800 9578 10000 . 5 : 7780800 [ 9570 100,00 342,600
5 | foe [ fon Jooas] [SEIEALSL/ Bahen b Keglsha Mastor - Jostes fan 7.04L600 . 7.041.600 7.036.000 9992 10000 = 5 . 7036000 | 9992 100,00 5600
s |1 foz |or [or |oczo |BelardaAlit/Batun Untuk Kaglatan Kanior - Bahan 11165000 . 11.165.000 11.165.000 100,00 100,00 . : = 11165000 | 100,00 100,00

| Komputer
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TOTAL REALISAS!

Tr

PAGU ANGGARAN (Rp.} HEUANGAN SISA ANGGARAN
PROGRAM / KEGIATAN 1 SUB KEGIATAN / RINCIAN
BELANJA (Rp)
QRERASI BELANJA MODAL
= =
75.373.276
BELANJA OPERASI 467.991.276 438.947.291 93,79 100,00 192.620.000 ZI8s
14,460,000
Belanja Pegawal 207.080.000 ; 192.620.000 93,02 100,00 192.620,000
Balanja HonoratiumPenanggungiawaban Pengolola 55 ht000 9285 100,00 187,820,000 14.460.000
Kevangan
Belanja Honorarlum Pengadaan Barang / Jasu 4.800.000 4000000 100,00 100,00 4.800.000
14.585.985
Belanja Barang dan Jasa 260.913.276 246327.291 94,41 100,00 246.327.291
985
Belanja fasa 260913276 246327291 9441 100,00 246327291 deses
Belanja | BMD yang Tidak 100,00 100,00 12.A40.000
Pendapatan o 12840000
850,162 11.041.270
Belanja Jasa Tonaga Administeasi 225891432 SiRsaiEs 95,11 100,00 214.850.
g 2.640.000
Belanja Medical Check Up 2.640.000 . 4 =
A16.465
Belanja furan jaminan kesehatzn bagi Non ASN 17.635.644 16819179 9537 100,00 16819179 st A
100.00 39.250
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 847,800 e08.550| 95.37 100,00 ‘ m;““ i i
W et i 49,000
Belanja luran Jaminan Kematian Bagl Non ASN 1.058.400 1.009.400 9537 100,00 1.009.400
Keglatan Pemelibaraan Barang Milik Dacrahi Penunjang 237.772.000 200,098,646 1,52 99,07 208.091.646 19473354
Hrusan Pemerintahan Maerah e e
1, Blaya Peatoll s i L 16AzIE
.2 6423354
BELANJA OPERASI 108.312.000 91.008.646 84,84 100,00 91.880.646 164
16423354
Belanja Barang dan jasa 100312000 91,688,646 84,84 100,00 91.808.646 - SRORDE okt o]
Betanja Rarang 48.622.000 48.617.547 99,99 100,00 40.617.547 L =
Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas 48.622.000 48617547 99,99 100,00 AR617.547 )
11.203.300
Belanja Jasa 21.400.000 10.196.700 4768 100,00 10.196.700 L 3
P 300
Belanja Pembayaran pajak, Bea dan Perijinan 21,400,000 10.196.700 47.65 100,00 10.196.700 11.203.3
5.215.601
Belanja Pemelharaan 3R.290.000 33.074.399 86,38 100,00 33.074.3%9 Bl tnincll
fams Alit Angosan Ahat apghoken datit 30.250.000 33.074.395 8638 100,00 33074399 5215601
‘Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
. o PR 2 ZE 3 oy o
00
BELANIA OPERAS 20.860.000 17.610.000 61.02 92,34 17.610.000 1| 1100
» 0
Belanja Barang dan jasa 20.060.000 17.610.000 6102 92,34 17.610.000 11,250.00
250,
Belanja Penieliharaan 28.860.000 17.610.000 61,02 63,33 17.610.000 11.250.000
m o e A 13260.000 3.240.000 24,43 83.33 3.240.000 10.020.000
lainnya
Belanjo P alat Kantor dan Rumah AL 599 1 7.315.000 100,00 5,000
AL T n e A1 Peaskeglt 7.320.000 7:315.000 3 00,00
Belanja Ponseliharaan Komputer - Poralatan Komputer - 0 21 100,00 7.055.000 1.225.000
Prmesl Koot 6.280.000 7.055.001 65, 00,
= = T PR IR T
BELANJA OPERAS 100.600.000 98,600,000 98,01 100,00 98.600.000 2000000
| Belanja Barang dan Jasa 100.600.000 90.600.000 98,01 100,00 98.600.000 100,00 2.000.000
Belapja Jasa 4,500,000 3.000.000 66,67 100,00 3.000.000 100,00 1.500.000
Helanja |asa Pengolahan Sampah 4500000 3.000.000 66,67 100,00 3,000,000 100,00 1.500.000




REALISAS) TOTAL REALISAS!
ANGGARAN (Rp.
Fagy e KEUANGAN KEUANGAN KEUANGAN SISA ANGGARAN
KODE PROGRAM [ KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN JUMLAH N FISIK (%) FISIK (%) FISIK (%)
| " BELANJA 2 BELANJA MODAL|  KEU (% @) o)
I 55 OPERASI o R H)OEBAI. S e BOIE = : s bl
5 |1 [0z |os | Betanja Pemeltharaan 96.100.000 3 96,100,000 95.600.000 99,48 100,00 . - 95.600000 | 9940 o4 Sowa0
s 1 loz [0 on fooar  [Heteniaf ¥ Gedurg 96100000 - 95.600.000 9948 100,00 > raiad] [ Ao i
Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor
| Procram peNGELOLAY 1 | i 53 z 7 PHTSIEAT Hot = TR 3 ; Gy
ik ROGHAM PENGELO! 2 4447 ;
Keglatan P a Publik, ! 5 89,98 00,00 - . -
Pemesintah Dagrah paten / Kol 4.147.900.000 4.147.900.000 3.723.450.000 kil 100,
SRR A T o CHEm = Fevin o B 7 7 B ] o
5 [1 BELANJA OPERASI 4.131.000.000 = 4.131.000.000 3.713.000.000 89,88 100,00 J 2 2 3.713.000.000 80,50 100,00 411,000,000
s (1 |0z Belanja Darang dan fasa 3.731.000,000 = 3.731.000.000 3.313,000.000 sa.00 90,90 . . s 131ag09000.| B850 10800 s i
. - - 0,000
5 (1 |02 |00 etanja Barang, £.000.000 5 £.000.000 - 5 - - - - 6.00
s {1 Joz Jor [o1 |00s2 |Betanja Makanan dan Minuman Rapat £000.000 J 6,000,000 - . 4 . £ ? 2 § i —
5 |1 |0z joz Helanja jasa 3.725.000.000 - 3.725.000.000 3.313.000.000 88,94 100,00 - . . 3.313.000.000 e.94 100,00 412.000.000
4 - 00!
2 [0z oz |01 |o0ss | Detania jasa tkian/Rekiame Flim dan Pemotratan 35.000000 2 35.000.000 24900.000 714 100,00 F s 24500000 | TL14 100,00 | 0 |
s |1 [0z oz |01 006z |Hetania amgganan jumal / Surat Kabar/ Majaiah 3,690.000.060 . 3.690.000,000 3.288.100.600 oL 100,00 . . 1268100000 [ AL 10080 L
5 |1 [ps Belanja Hibah 400,000,000 . 400.000.000 400.000.000 100,00 100,00 - - . 400.000.000 100,00 100,00 "
Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,
5 {1 {05 los |0z |oool  |Suknrela, dan Sasial yan telah Memiliki Surat Keterangan 406.000.000 : 400.000.000 400,000,000 100,90 10008 : g i I AR
‘} - SN 2 M | ] B ST (O g S
| Hl P
| Penyediaan/pengadaan sarana dan prasataa E
;| neudubisn |atarmestdas e raplasy e
s (1 BELANIA OPERAS! 16,900,000 2 16.900.000 10.450.000 6183 100,00 . . . 10450000 | 6183 199,00 e
s [1 |0z Belanja Barang dan jasa 16.900.000 - 16.900.000 10.450.000 6103 100,00 . . - 10450000 | 6163 100,00 £450.000
5 (1 |0z |01 Belanja Barang 13.000.000 B 13.000.000 7.750.000 59,62 100,00 - - - 7.750.000 59,62 100,00 5.250.000
5 [1 |0z [or |01 |0052 |Betania Makanan dan Minuman Rapat 13.000.000 z 13.000.000 7.750.000 s0.62 100,00 : . - 7750000 | 5962 bl SZA000
s |1 foz oz Belanja jasa 2.900.000 . 3.500.000 2.700.000 6923 100,00 : - . 2700000 | 6923 100,00 1.200.000

1.200.000

s |3 lor loz [mr |ooos Honorartum Narasumber atau Pembahas . Moderator,

Pembawa Acara , dan Panitia

3.900.000 - 3.900.000 2.700.000 69.23 100,00 2,700,000

7 T *;-,\g. .r TR e =

SR L

2 Keglatan Pengelolaan Nama Domaln Yang Telah
16 (03 [z01 | Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di 2.299.729.960 5.203.600
Lingkup Pemerintah dagrah Kabupaten/ Kota.

9919 100,00 3.543.750 67.07 100,00 2.204.635.830 99,12 100,00 20377.722

T e e B R TR s e o ) TR DI B bt e
3 3 i LRt

5 {1 BELAN]A OPERASI 2.299.729.960 - 2.299.729.960 2.281.092.088 99,19 100,00 - - . 2281.092.008 99,19 100,00 18.637.072

5 (1 joz Belanja Barang dan Jasa 2.299.729.960 - 2.299.729.960 2.281.092.080 99,19 100,00 % - . 2.281.092.088 99,19 100,00 10.637.072

5 (1 |0z fo2 Belanja jasa 2.299.729.960 . 2.299.729.960 2.281.092.000 99,19 100,00 - . . 2.261.092.008 99,19 100,00 10.637.072

5 |1 |0z |02 |o1 [0063 |Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlanpganan 2.245.134.960 - 2245134960 2.245.082.750 100,00 100,00 - - - 2.245.062.750 100,00 100,00 52210

5 {1 |oz |0z |10 [0008 |Relanjajasa Ketersediaan Layanan { Availibility Payment) 54.595.000 - 54.595.000 36.009.338| 6596 100,00 - - - 36.009.338 6596 100,00 18.585.662
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REALISASI TOTAL REALISAS
i
‘ rAALMNSSARANE KEUANGAN KEUANGAN KEUANGAN SISA ANGGARAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  RINCIAN JUMLAH ANGGARAN dikiing I R
| i BELANIA BELANJA MODAL ' BELANJA OPERASI |~ KEU (%) S BELANJA MODAL|  KEU (%) (Rp) (%)
i .. . OPERASL A AN ERASL | TOKEUAR). b AR T
= - 16.911.600

2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 16.911.600 .

(ER A AR

Keglatan Penyelenggaraan Statistk Sektoral di Lingkup

11.290.000

16.911.600 - 2
| darrah Kabupaten /Kota
z & k
76 100,00 5.621.600
s BELANJA OPERASI 16.911.600 - 16.911.600 11.290.000 66,76 100,00 . 11.250.000 66,
i ! 76 100,00 5.621.600
s |1 oz Belanja Darang dan fasa 16.911.600 - 16.911.600 11.290.000 66,76 100,00 11.290.000 | 66,
r 00000 | 63.49 95,00 +421.600
L ool Sl Belanfa Rarang 12.111.600 - 12111600 7,690,000 6349 95,00 . 7.6¢
94,00 521.600
5 1 [oa [or for [oaps |BeliaAlst/Baban untukKeglatan Kantor - AlatTulls 1361600 : 1.361.600 840,000 a9 [P 10000 o000 | 6169 ¥ * |
antar
6650000 6372 % 95,00 1900.000
5 41 jo2 |01 |o1 |OB52 |Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.750.000 . 10.750.000 6.850,000 83,72 B 100,00 o |
S5 S - 95,00 1.200.000
5 |1:f02 joz Belanja Jasa 4.800.000 . 4.800.000 3.600.000 75,00 100,80 . 3.600.000 75,00
5 1.200.000
s {1 [o2 oz o3 |acas Honorarium Narasumber atau Pembahas , Moderator, 4800.000 4,800,000 3,600,000 7500 | 100,00 3.600.000 7500 | 100,00
Pembawa Acara . dan Panitia
97,67 1.699.027.339
NLABELANA 12900537.712 117.206.168 13017743800 11269322791 w51 oser| 29393750 ‘ 25,00 95,80 11318716541 | 0635
Yang be terhadap
Hanw DESEMUER 2023
BomEEHR omatsass GAPATEN KOTAWARINGIN TIMUR




LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN DINAS
KOMUNIKASI KAB. KOTIM TAHUN 2023
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Hi tenderal Ahmad Yan No 188 Teip (0831) 2068544 Fax {0531} 2068545 sampit

info kotimibkat g il

Ffrnal o disk: 4 Wabaite  bring

Kalimantan Tengah 74322
LAPORAN APLIKASE PENGADUAN DAN

PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT :

Laporan tersedianya bahan pengaduan masvarakat melahm Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi { PP1D) Bulan September  Desember 2023

B Admin PPID aktif | Admin PPID tidak akiif
el PPID ;
ke R o ey S - i - e i
T 38 17 21 ;
; SRS N PR R i b A i — l i — B U ECE S 0 Sl RS, SN SN IO R 5L

Laporan pengelolaan bahan pengaduan masyarakat meialui online sampati Bulan Scptember
Desember 2023 hox

""“’""‘ ! Terdisposisi M?_'chrdjsposisi & ) _Tbtai'
| No | Jumlah Admin belum ditindak |  sedang Terdisposisi Lapqrap laporan |
i . Span Lapor i - Al selesai arsip pengaduan
SR e 55000 e N Wbt 151 sk |
I a2l 2 2 8 29 6 e 5
e S z b | L
Kepala Bidang, Pranata Humas
Jany, S.Pd Drs.Supriyvadi

780821 200801 1011 NIP. 19671125 199403 1 004




DATA PRESTASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KOTIM TAHUN 2023

KOMISTINFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENGANUGERAHAN

KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2023
KATEGORI PPID UTAMA KABUPATEN / KOTA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PPID UTAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIML -
Sebagai Badan Publik
PERINGKAT i1
Tferncly

Datam implementast Undang -Undang Nomor 14 Tohun 2008~
Tentang Kelerbukaan Informasi Publik




PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN |
KOTAWARINGIN TIMUR

Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahun

023




TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur

Penyusun Naskah - Bidang Infrastruktur, Informatika dan
Statistik Daerah

Pengolah Data : Bidang Infrastruktur, Informatika dan
Statistik Daerah

Tata Letak : Bidang Infrastruktur, Informatika dan
Statistik Daerah

Gambar Kulit - Bidang Infrastruktur, Informatika dan
Statistik Daerah

Infografis : Bidang Infrastruktur, Informatika dan
Statistik Daerah

Penyunting : Bidang Infrastruktur, Informatika dan

Statistik Daerah

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KOTIM e ||




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya sehingga
penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan publikasi
tahunan yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai salah satu media diseminasi statistik
sektoral. Publikasi ini memuat data statistik sektoral Kabupaten Kotawaringin
Timur. Data yang dihimpun adalah statistik sektoral yang bersumber dari
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Publikasi ini
merupakan upaya dalam mengembangkan perstatistikan daerah agar tersedia
data yang terpadu bagi berbagai keperluan di daerah ini khususnya dalam
kepemerintahan.

Data Statistik Sektoral Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 ini
membahas data statistik sektoral yang terangkum dalam tiga bab yaitu
Geografi dan Demografi, Pelayanan Umum, serta Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan. Buku ini diharapkan dapat memberikan
gambaran terhadap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan
data statistik sektoral yang disajikan.

Publikasi ini dapat terwujud berkat kerjasama dan partisipasi berbagai
pihak. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi, kami sampaikan
penghargaan dan terimakasih. Kritik dan saran yang membangun sangat
diharapkan untuk perbaikan di masa depan.

Sampit, Desember 2023
Kepala Dinas,

MARJUKI, S.Pd., M.S.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19670502 1992031 013
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LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI
KOTA CERDAS [SMART CITY)
TAHUN 2023 TAHAP I




KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rl
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

F - ' . P AN e ) . .
‘occdia “fenlanclhal: PHakide Ecgmz‘ﬂf , PPlatiin YhaFe

I\()"\J‘ l N [ ( ) ji. Medan Merdeka Barat No.9 jakarta 11010 | www.kominfo.go.id

Nomor : B-1385/DJAI/AL.01.04/12/2023 Jakarta, 4 Desember 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi Tahap |l
Tahun 2023 Untuk 50 Kota/Kabupaten

Kepada Yih.
(Daftar terlampir)

di Tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Nomor:
B-1004/DJAI/AL01.02/09/2023 Tanggal 11 September 2023 tentang Undangan Evaluasi
Tahap Il Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2023, dengan hormat
kami sampaikan beberapa hal terkait kegiatan evaluasi masterplan dan quick win smart city:

1. Seluruh lima puluh (50) kabupaten/kota yang terpilih pada Program Gerakan Menuju
Kota Cerdas (Smart City) periode Tahun 2022, mengisi kuesioner (self-assessment)
online pada tautan smartcity.layanan.go.id dan menghadiri kegiatan evaluasi yang
telah diselenggarakan pada tanggal 2-16 November 2023 secara daring;

2. Penilaian evaluasi terhadap implementasi program smart city di lima puluh (50)
Kota/Kabupaten terpilih melalui program Gerakan Menuju Smart City 2022, diukur
berdasarkan lima (5) dimensi, dengan formulasi perhitungan yang berbeda, yakni:

a. Baseline (bobot 10%), menggambarkan penilaian terhadap peraturan untuk
menetapkan dokumen masterplan kota cerdas (smart city) di kabupaten/kota,
aktivitas dewan smart city dan tim pelaksana smart city, dan realisasi program dan
rencana aksi smart city di tahun sebelumnya;

b. Output (bobot 20%), terbentuknya pondasi untuk pelaksanaan program smart city,
untuk menilai sejauh mana pemerintah kota/kabupaten menyiapkan kebijakan,
kelembagaan, serta anggaran untuk program smart city;

¢. Outcome (bobot 30%), mencakup pelaksanaan rencana yang ada di masterplan
smart city, untuk menilai sejauh mana setiap rencana dijalankan oleh pemerintah

daerah;




d. Impact (bobot 10%), mencakup manfaat yang dirasakan masyarakat atas
implementasi program smart city, untuk mengukur manfaat dan perbaikan
pelayanan publik bagi masyarakat, keterlibatan masyarakat, serta keberlanjutan
program yang telah berjalan; dan .

e. Program Percepatan atau Quick Win (bobot 30%), mencakup tingkat inovasi
program percepatan smart city, untuk menilai kreativitas dan daya inovasi pada
program percepatan (Quick Win).

3. Hasil penilaian dari lima dimensi tersebut menjadi Indeks Pencapaian atau Rata-rata
Bobot (performance) merupakan tingkat pembangunan smart city dari masing-masing
daerah. Indeks Pencapaian diperoleh dengan menghitung rata-rata Baseline, Output,
Outcome, Impact, dan Quick Win; dan

4. Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (smart city) dimaksud,
dilengkapi dengan masukan dari para asesor yang mendeskripsikan beberapa poin
kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi untuk masing-masing kabupaten/kota
(sebagaimana terlampir).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan

terima kasih.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
i% 'l;-mw Je:uk:lf: f\::l:asa mwlm:::
: Semuel Abrijani Pangerapan
Semuel Abrijani Pangerapan
Tembusan Yth:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo
3. Sesditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo
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KEMENTERIAN KOMUNIKAS! DAN INFORMATIKA R
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

Induonesiu Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

}\& INAL \i () 4 Wesen Merdenas Baral No 2 Jakarta 11050 | www kominfo go id
Nomor : B-682/DJAIIAI.O1 .02/07/2023 Jakarta, 3 Juli 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi

Implementasi Smart City Tahap |

Kepada Yth.
(Daftar terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan surat Dirfjen  Aplikasi  Informatika  Nomor:  B-
361/DJAI/AL01.02/05/2023 Tanggal 2 Mei 2023 tentang Undangan Mengikuti Penilaian
Evaluasi Tahap |, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal terkait kegiatan evaluasi
Masterplan dan Quick Win Smart City.

1. Bahwa dari seratus sembilan puluh satu (191) kota/kabupaten yang telah terpilih
pada program Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2017-2022,
terdapat seratus delapan puluh (180) kota/kabupaten yang mengisi kuesioner
daring (self-assessment online) pada tautan =maiion oo 30 dan
menghadiri kegiatan evaluasi yang telah diselenggarakan pada tanggal 12-
14 Juni 2023 di Shangri-La Hotel Surabaya dan secara daring;

2. Terdapat sebelas (11) kota/kabupaten yang tidak mengisi kuesioner daring (self-
assessment online) dan tidak menghadiri evaluasi implementasi tahap | di Kota
Surabaya, yakni: Kab. Brebes, Kab. Halmahera Utara, Kab. Kutai Barat, Kab.
Luwu Timur, Kab. Ngada, Kab. Pacitan, Kab. Samosir, Kota Bau-Bau, Kota
Bontang, Kota Sukabumi, dan Kota Ternate;

3. Penilaian evaluasi tahap | dimaksud bersifat konsultatif yang membahas beberapa
faktor dalam implementasi program kota cerdas (smart city), antara lain:

a. Kebijakan yakni ketersediaan dokumen legal perencanaan smart city dan
sinkronisasi pembangunan smart city dengan RPJMD dan aktivitas
kelembagaan smart city dan Kketersediaan peraturan yang mendukung
pembangunan smart city;

b. Kelembagaan yakni keberadaan dan aktivitas lembaga pengelola smart city
(dewan smart city dan tim pelaksana smart city) dan kemampuan keuangan
daerah serta ketersediaan anggaran pembangunan smart city;

c. Infrastruktur yakni pembangunan infrastrukiur pendukung;

d. Dimensi smart city yakni perubahan sebelum dan sesudah implementasi




smart city pada dimensi smart governance, smart economy, smart society,
smart environment, smart living, dan smart branding, serta peran serta
masyarakat dalam program smart city; dan

e. Kendala yakni perumusan, pelaksanan dan keberlanjutan program jangka
pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, serta program quick win dan
identifikasi dan mitigasi risiko terhadap quick win;

4. Berdasarkan sesi konsultatif dimaksud, para evaluator yang ditugaskan
merumuskan aspek kelemahan, kekuatan serta memberikan rekomendasi pada
setiap kota/kabupaten (sebagaimana teﬂamplr) untuk dijadikan sebagai bahan

pertimbangan bagi upaya peningkatan lmplementasu program smart city di
kota/kabupaten.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/lbu, kami ucapkan terima
kasih. , .

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

" @RI semuet Abiijani Pangerapan

-Semuel Abrijani Pangerapan

Tembusan Yth:

1. Pit. Menteri Komunikasi dan Informatika.

2. Sekretaris Jenderal Kementerian: Komiinfo

3. Sesditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

Menimbang

Mengingat

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kotawarimgin Timur;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-
Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);



4.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402); - '

. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 182);

. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu

Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14

Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);

. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun

2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh
Pemerintah Daerah;

Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016
tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja
pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang
Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1314);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 288);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur.

Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya

disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut
UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau
kegiatan penunjang tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya
dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan
publik serta administrasi Pemerintahan dan
Pembangunan.

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,
mengumumkan, menganalisis dan / atau menyebarkan
informasi.

Infrastruktur adalah domain tata kelola TIK yang secara
umum mencakup tentang aspek perangkat keras
komputer dan jaringan komputer.

Data adalah berupa angka, karakter, simbol, gambar,
tanda-tanda isyarat, tulisan, suara, bunyi yang
merepresentasikan keadaan  sebenarnya  yang
selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu sistem
informasi.

E-Government adalah pemanfaatan TIK untuk
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparasi dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.



14.

15.

16.

17.

18.

(1)

(2)

(1)

Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara
Negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat,
yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui
internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang
bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu
dalam internet.

Sub Domain adalah anak domain yang merupakan
bagian dari domain utama dan digunakan untuk
membedakan fungsi atau pembagian area dari sebuah
website.

Surel atau surat elektronik adalah suatu sarana untuk
mengirim dan menerima surat atau pesan dengan
format digital melalui jalur jaringan komputer dan
internet.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan
pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang
dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik ataupun nonelektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
suatu badan publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik
lainnya sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Diskominfo merupakan wunsur pelaksana urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang
infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian dan
statistik daerah dengan Tipe A.

Diskominfo dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3
Susunan organisasi Diskominfo, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
c. Bidang terdiri dari:



(2)

(1)

(2)

(1)

1. Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik
Daerah;
2. Bidang Teknologi Informasi dan Persandian; dan
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
Publik. ‘
d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Bagan susunan organisasi Diskominfo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB 111
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal4

Diskominfo mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam melaksanakan wurusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada Kabupaten di bidang
infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian,
dan statistik daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Diskominfo menyelenggarakan

fungsi:

a. pengoordinasian  pengelolaan  informasi dan
komunikasi publik untuk mendukung kebijakan
nasional dan Pemerintah Daerah;

b. pengoordinasian pengelolaan nama domain, sub
domain, dan penyelenggaraan sistem jaringan intra
Pemerintah Daerah;

c. pengoordinasian pengelolaan Sistemn Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah;

d. pengoordinasian penyelenggaraan statistik sektoral
Pemerintah Daerah;

e. pengoordinasian penyelenggaraan persandian untuk
pengamanan informasi Pemerintah Daerah; dan

f. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal §
Kepala Diskominfo mempunyai kewenangan dan tugas
pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang
infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian,
dan statistik daerah.



(2)

(3)

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada
ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan

C.

operasional dan strategis, program, anggaran dan
teknis di bidang infrastruktur, komunikasi,
informatika, persandian, dan statistik daerah;

. pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,

pengendalian, pengevaluasian pelaksanaan tugas
bidang dan wurusan administrasi dinas bidang
infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian,
dan statistik daerah; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas
sebagai berikut:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional

dan strategis, program, anggaran serta teknis di
bidang infrastruktur, komunikasi, informatika,
persandian dan statistik daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

.mengelola dan mengarahkan bawahan dalam

pelaksanaan program, kegiatan, tugas, dan urusan
administrasi dinas di bidang infrastruktur,
komunikasi, informatika, persandian, dan statistik
daerah;

. mengoordinasikan pengelolaan informasi dan

komunikasi publik untuk mendukung kebijakan
nasional dan Pemerintah Daerah ;

. mengoordinasikan pengelolaan nama domain, sub

domain, dan penyelenggaraan sistem jaringan intra
Pemerintah Daerah;

. mengoordinasikan pengelolaan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah;

. mengoordinasikan penyelenggaraan statistik sektoral

Pemerintah Daerah;

g. mengoordinasikan  penyelenggaraan persandian

untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;

.mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan

program di bidang infrastruktur, komunikasi,
informatika, persandian, dan statistik daerah sebagai
bahan dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan
program tahun berikutnya;

menyampaikan laporan kepada Pimpinan mengenai
tugas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Pimpinan sesuai bidang tugas dan tanggung
jawabnya.

Bagian Ketiga
Sekretariat



(1)

(2)

(3)

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
mempunyai tugas pokok mengoordinasikan
penyusunan program, pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi
di lingkungan Diskominfo.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan dan rencana

kerja Diskominfo;
b. pengoordinasian perencana dan pelaksanaan

kegiatan bidang-bidang;
c. pengoordinasian pengelolaan administrasi umum
meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan,

kepegawaian, kehumasan, perpustakaan dan
kearsipan, penatausahaan dan pelaporan keuangan

serta barang daerah; - 7

d. pengoordinasian, pengendalian, pembinaan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan;

e. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban
kegiatan; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
atasan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas:

a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana
Kerja Anggaran-Dokumen Pengguna Anggaran) di
Sekretariat setiap tahun mengacu kepada
perencanaan strategis Diskominfo untuk mencapai
target dan sasaran pelaksanaan tugas;

b. mengelola kegiatan berupa pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan laporan,
penyusunan rencana anggaran, pengelolaan
penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan
pertanggungjawaban keuangan, pelaksanaan urusan
ketatausahaan, wurusan rumah tangga dan
perlengkapan, administrasi kepegawaian, dan
pembinaan  organisasi dan  ketatalaksanaan
berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan
dan prosedur kerja serta perpustakaan;

c. menghimpun dan mempelajari peraturan
perundang-undangan dan bahan lain yang
berhubungan dengan sekretariat sebagai acuan
pelaksanaan tugas;

d. melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja
bawahan = sesuai ketentuan peraturan guna
pembinaan disiplin dan pembinaan karir pegawai;

e. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada
perangkat dinas yang terkait bidang tugas sesuai



(1)

(2)

ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

f. mengoordinasikan kerja sama dengan instansi
terkait dalam rangka penyelenggaraan program,
umum dan perlengkapan, kepegawaian dan
keuangan guna terwujudnya tata kelola sekretariat
yang baik;

g. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan
program sebagai bahan dalam penyusunan
perencanaan kegiatan dan program tahun
berikutnya;

h. menyampaikan laporan kepada Pimpinan mengenai
tugas-tugas  pekerjaan yang telah  selesai
dilaksanakan; dan

i. melaksanakan tugas-tugas pekerjaan lainnya sesuai
dengan petunjuk Kepala Dinas.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris serta mempunyai
tugas pokok pelayanan dan pengelolaan urusan tata
usaha, rumah tangga, pengelolaan kepegawaian,
pengelolaan aset dan perlengkapan, humas,
keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan di Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. penyiapan  bahan-bahan untuk penyusunan
operasional dan pelayanan pemenuhan kebutuhan
kantor untuk keperluan pelaksanaan tugas;

. pengelolaan pelayanan administrasi surat menyurat;

. pengelolaan bahan penataan organisasi, tatalaksana
dan analisis jabatan;

e. pengelolaan, penataan, dan pemeliharaan arsip serta

menyiapkan proses penyusutan arsip dan dokumen;

f. penyiapan data basis program untuk menyusun
rencana kegiatan dan untuk menyusun rencana
penyaluran serta pemantauan barang;

g. pengolahan dan pemutakhiran data pegawali,
perencanaan kebutuhan pegawai, pembinaan,
pengembangan  karir pegawai, peningkatan
kesejahteraan, dokumentasi, pemberian
penghargaan dan penyiapan purnakarya
(pensiunany);

h. pengelolaan ketentuan perundang-undangan dan
produk hukum di bidang kepegawaian khususnya,
dan bidang infrastruktur, komunikasi, informatika,
persandian, serta statistik daerah pada umumnya;

a0



@)

(1)

(2)

i. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

j- pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai
uraian tugas:

a. mengelola bahan-bahan rencana program dan
kegiatan untuk penyusunan operasional di Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. mengelola pelayanan pemenuhan kebutuhan kantor
untuk keperluan pelaksanaan tugas, pelayanan
administrasi surat menyurat, penyimpanan,
penataan, pemeliharaan arsip, menyiapkan proses
penyusutan arsip dan dokumen serta mengelola
basis data untuk menyusun rencana penyaluran
barang hingga memantau penyalurannya;

c. mengelola administrasi kepegawaian berupa
dokumentasi pengolahan pemutakhiran data
pegawai, perencanaan  kebutuhan  pegawai,
pengembangan dan pembinaan karier pegawai,
peningkatan kesejahteraan pegawai, pemberian
penghargaan purnakarya (pensiunan),
penghimpunan bahan  penataan  organisasi,
tatalaksana, dan analisis jabatan;

d. menghimpun ketentuan perundang-undangan dan
produk hukum yang dibuat oleh bidang kepegawaian
khususnya, dan bidang infrastruktur, komunikasi,
informatika, persandian, serta statistik daerah pada
umumnya;

e. menyusun laporan dan melakukan evaluasi
pelaksanaan tugas pegawai; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan dipimpin oleh

Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris serta mempunyai

tugas pokok pengelolaan administrasi

keuangan/anggaran, perencanaan program dan

kegiatan Diskominfo.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan

Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan bahan dan data keuangan, pembayaran
gaji, insentif, honorarium pegawai;

b. penghimpunan petunjuk teknis di bidang
pelaksanaan anggaran, pembukuan,
perbendaharaan dan verifikasi;



(3)

h.
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. penghimpunan, pengklarifikasian serta pengolahan

data dan bahan analisis pelaksanaan anggaran,
pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi;

.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas

bendaharawan;

. penyiapan bahan dan data penyusunan program dan

anggaran;
penghimpunan data dari semua bidang sebagai
bahan penyusunan program dan anggaran dinas;

. penghimpunan data dari semua bidang sebagai

bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) dan laporan tahunan dinas; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
mempunyai uraian tugas:

a.

b.

mengelola bahan, rencana kegiatan dan anggaran
Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;

mengelola bahan penyusunan satuan biaya, daftar
isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional
kegiatan, dan perubahan anggaran;

. mengelola administrasi keuangan berupa kerja sama

dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka
penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja
tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang,
menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung,
anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan
pendapatan dinas, koordinasi dan kerja sama
penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana
pendapatan dan penerimaan;

. mengelola bahan penyusunan petunjuk teknis dan

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan,
akutansi, dan verifikasi keuangan;

. mengelola urusan perbendaharaan berupa

pengelolaan penerimaan negara bukan pajak,
pengujian dan penerbitan surat perintah membayar,
urusan gaji pegawai, pengesahan dokumen anggaran
dan evaluasi realisasi anggaran,;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan
pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan
dokumen keuangan;

. menyusun laporan dan melakukan evaluasi

pelaksanaan tugas pegawai pada Sub Bagian
Keuangan dan Perencanaan;

. menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ); dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat

Bidang Infrastruktur, Informatika Dan Statistik

Daerah



(1)

(2)

(3)
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Pasal 9

Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Diskominfo serta
menpunyai tugas pokok perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah di

Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur,

Informatika dan Statistik Daerah menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur,
Informatika dan Statistik Daerah;

b. perumusan kebijakan teknis Bidang Infrastruktur,
Informatika dan Statistik Daerah;

c. penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah
Daerah;

d. pengelolaan pusat data Pemerintahan Daerah;

e. penyelenggaraan sistem  komunikasi intra
Pemerintah Daerah;

f. pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya
Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah
Daerah;

g. pengoordinasian dan penyinkronan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan diseminasi Data Statistik
Sektoral;

h. peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu
statistik Daerah yang terintegrasi;

i. pembangunan metadata statistik sektoral;

j- peningkatan kapasitas kelembagaan statistik
sektoral;

k. penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di
Daerah;

1. pengoordinasian layanan telekomunikasi; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2), Bidang Infrastruktur, Informatika dan

Statistik Daerah mempunyai uraian tugas:

a. meyusun rencana kerja bidang Infrastruktur,
Informatika dan Statistik Daerah;

b. merumuskan kebijakan teknis bidang
Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah;

c. menyelenggarakan sistem jaringan intra Pemerintah
Daerah;

d. mengelola pusat data Pemerintahan Daerah;

e. menyelenggarakan sistem komunikasi intra
Pemerintah Daerah;



(1)

(2)

(3)
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f. mengembangkan dan mengelola sumber daya
Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah
Daerah;

g. mengoordinasikan dan menyinkronkan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi
Data Statistik Sektoral;

h. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia

Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu

Statistik Daerah yang terintegrasi;

membangun Metadata Statistik Sektoral;

meningkatkan kapasitas Kelembagaan Statistik

Sektoral;

k. menyelenggarakan Otorisasi Statistik Sektoral di

Daerah;
mengoordinasikan layanan telekomunikasi; dan
. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

s e
. .

3!"‘

Bagian Kelima
Bidang Teknologi Informasi dan Persandian

Pasal 10

Bidang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan

Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas serta mempunyai tugas pokok perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan Kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang teknologi informasi dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bidang Teknologi Informasi

dan Persandian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana Kkerja bidang teknologi
informasi dan persandian;

b. perumusan kebijakan teknis bidang teknologi
informasi dan persandian,;

c. penyediaan layanan dan pengelolaan nama domain,
sub domain dan surel resmi Pemerintah Daerah;

d. penatalaksanaan dan pengawasan e-government
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

e. pengembangan aplikasi dan proses Dbisnis
pemerintahan berbasis elektronik;

f. penyelenggaraan sistem penghubung layanan
Pemerintah;

g. pengembangan dan  pengelolaan  ekosistem
kabupaten cerdas;

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pengembangan ekosistem Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE);

i. penyediaan layanan keamanan informasi
pemerintah daerah; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2), Bidang Teknologi Informasi dan

Persandian mempunyai uraian tugas:



(1)

(2)
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a. menyusun rencana kerja bldang teknologi informasi
dan persandian;

b. merumuskan kebijakan teknls bidang teknologi

informasi dan persandian,;

c. menyediakan layanan dan pengelolaan nama
domain, sub domain dan surel resmi Pemerintah
Daerah;

d. melaksanakan penatalaksanaan dan pengawasan e-
government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

e. mengembangkan aplikasi dan proses Dbisnis
pemerintahan berbasis elektronik;

f. menyelenggarakan sistem penghubung layanan

pemerintah;

g mengembangkan dan mengelola ekosistem
kabupaten cerdas;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pengembangan ekosistem Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE);

i. menyediakan layanan keamanan informasi
pemerintah daerah; dan

j- melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam

Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Pasal 11

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
serta mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi
publik di lingkup Pemerintahan Daerah, pengelolaan
informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan
Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas daerah
dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan
informasi publik, layanan kehumasan, penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi
dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan
informasi dan komunikasi publik;
b. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan
komunikasi publik;
c. pelaksanaan pemantauan opini dan aspirasi publik;
d. pelaksanaan pemantauan informasi dan penetapan
agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;



(3)
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o

pengelolaan konten dan perencanaan media

komunikasi publik;

pelaksanaan pelayanan informasi publik;

penyediaan layanan hubungan media;

pelaksanaan  kemitraan dengan  pemangku

kepentingan;

pelaksanaan manajemen komunikasi krisis;

pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya

komunikasi publik;

k. penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan
kemitraan komunitas; dan

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2), Bidang Pengelolaan Informasi dan

Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas:

a. menyusun rencana kerja bidang pengelolaan
informasi dan komunikasi publik;

b. merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan
informasi dan komunikasi publik;

c. melaksanakan pemantauan opini dan aspirasi
publik;

d. melaksanakan pemantauan informasi dan
penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah
Daerah;

e. mengelola konten dan perencanaan media

komunikasi publik;

T

b e
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f. melaksanakan pelayanan informasi publik;
g. menyediakan layanan hubungan media;
h. melaksanakan kemitraan dengan pemangku

kepentingan,;
.  melaksanakan manajemen komunikasi krisis;
j- melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik;
k. menyelenggarakan hubungan masyarakat, media,
dan kemitraan komunitas; dan
.  melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 12
UPTD pada Diskominfo adalah unsur pelaksana teknis
operasional Diskominfo di lapangan.
UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu.
Jumlah dan Jenis UPTD sebagaimana dimaksud ayat
(2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan lebih lanjut tentang UPTD mengenai
nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi,
tugas pokok, fungsi dan uraian tugas akan diatur
tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB IV
KELOMPOK JABATAN
Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Diskominfo dengan keahlian
dan keterampilan tertentu.

(1)

(2)

(3)

(4

()

(6)

(1)

(2)

3)

Pasal 14
Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau
Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kerja yang
memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan
fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dlmaksud
pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan
fungsional @ yang  berdasarkan keahlian dan
keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis
beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Kelompok Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud
pada Pasal 13 mulai melaksanakan fungsi dan tugas
terhitung sejak dilakukan pelantikan.
Pejabat Fungsional dapat diangkat untuk memimpin
suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan dapat membawahi
Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas sebagai ketua
tim atau anggota tim kerja pada unit organisasi, lintas
unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah
dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 15
Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana
dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan
hasil analisis beban kerja.
Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penetapan nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
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Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan
pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki
Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat
dalam jabatan pelaksana.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan
pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan
pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN ESELON
Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 16
Pejabat  Pimpinan  Tinggi  Pratama, Jabatan
Administrator, dan Jabatan Pengawas diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. ’
Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas
memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pejabat Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan
diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Diskominfo
disusun sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselon

Pasal 17
Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural eselon II.b atau
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Sekretaris adalah Jabatan Struktural eselon Ill.a atau
Jabatan Administrator.
Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural eselon IIl.b
atau Jabatan Administrator.
Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural eselon
IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VI
TATA KERJA DAN LAPORAN
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Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 18
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana
Teknis, Kepala Subbagian serta kelompok Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal
serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun
instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan
satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di
lingkungan satuan kerja masing-masing untuk
mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas
publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan,
dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan
satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional wajib
mengawasi bawahan dan/atau pelaksana masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan
satuan Kkerja dan kelompok Jabatan Fungsional
bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahannya dan/atau pelaksana pada satuan kerja
masing-masing.
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan
satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
Dalam hal mekanisme penugasan bagi Pejabat
Pelaksana dan Fungsional serta penetapan Pejabat
Penilai Kinerja akan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Bagian Kedua
Laporan

Pasal 19
Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal
kebijakan yang ditetapkan.
Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat
waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan
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kelompok Jabatan Fungsional, wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-
petunjuk kepada bawahan.

(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional

" mempunyai hubungan kerja.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan
organisasi dibantu oleh kepala satuan kerja dan
kelompok Jabatan Fungsional dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahan dan/atau pelaksana pada
masing-masing satuan kerja wajib mengadakan rapat
berkala.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 20
Pendanaan untuk mendukung Kkegiatan -Diskominfo
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat
struktural pada Diskominfo tetap menjalankan fungsinya
sampai dengan pelantikan pejabat definitif berdasarkan
Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 32 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 32) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023

NOMOR .24



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR Z%... TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN

TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kelompok
Jabatan
Fungsional

Kepala Dinas

N

Sekretariat

Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian

Sub Bagian
Keuangan dan
Perencanaan

|

Bidang Infrastruktur,
Informatika dan
Statistik Daerah

Bidang Teknologi

Informasi dan
Persandian

Bidang Pengelolaan
Informasi dan
Komunikasi Publik




MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan
publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan
sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi
pusat dan pemerintah daerah, telah dilakukan kegiatan
evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun
2023:

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, telah
diperoleh nilai indeks dan predikat sistem pemerintahan
berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah
daerah tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah Tahun 2023;
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Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat

No Nama Instansi Indeks | Predikat
1 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 3,58 | Sangat Baik
2 | Pemerintah Kab. Sambas 2,65 Baik
3 | Pemerintah Kab. Sanggau 2,88 Baik
4 | Pemerintah Kab. Sintang 1,89 Cukup
5 | Pemerintah Kab. Mempawah 2,61 Baik
6 | Pemerintah Kab. Kapuas Hulu 2,78 Baik
7 | Pemerintah Kab. Ketapang 3,00 Baik
8 | Pemerintah Kab. Bengkayang 2,46 Cukup
9 | Pemerintah Kab. Landak 2,21 Cukup
10 | Pemerintah Kab. Melawi 2,26 Cukup
11 | Pemerintah Kab. Sekadau 3,05 Baik
12 | Pemerintah Kab. Kubu Raya 3,07 Baik
13 | Pemerintah Kab. Kayong Utara 2,15 Cukup
14 | Pemerintah Kota Pontianak 3,43 Baik
15 | Pemerintah Kota Singkawang 3,33 Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah

No Nama Instansi Indeks | Predikat
1- | Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2,75 Baik
2 | Pemerintah Kab. Kapuas 2,21 Cukup
3 | Pemerintah Kab. Barito Utara 2,21 Cukup
4 | Pemerintah Kab. Barito Selatan 3,19 Baik
S | Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur 3,11 Baik
6 | Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat 2,55 Cukup
7 | Pemerintah Kab. Pulang Pisau 2,58 Cukup
8 | Pemerintah Kab. Gunung Mas 2,31 Cukup
9 | Pemerintah Kab. Lamandau 2,59 Cukup
10 | Pemerintah Kab. Sukamara 2,48 Cukup
11 | Pemerintah Kab. Murung Raya 2,44 Cukup
12 | Pemerintah Kab. Katingan 3,02 Baik
13 | Pemerintah Kab. Seruyan 1,91 Cukup
14 | Pemerintah Kab. Barito Timur 1,86 Cukup
15 | Pemerintah Kota Palangka Raya 3,03 Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan

No Nama Instansi Indeks Predikat
1 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 2,69 Baik

2 | Pemerintah Kab. Banjar 2,87 Baik

3 | Pemerintah Kab. Tanah Laut 3,12 Baik




DAFTAR REKAP PENERIMAAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI INDONESIA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKAS!I DAN INFORMATIKA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No NAMA PERUSAHAAN URAIAN NOSTS NO BP NO.KETETAPAN NOMINAL lah KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |PT.PROFESIONAL TELEKOMUNIKAS) INDONESIA Pembayaran Retribusi Menara 003/Ret-Menara/Diskominfo/2023 003/BP.Ret Menara/Diskominfo/2023 03/1ISD-Diskominfo/V/2023 97.987.514 25 tower
2 |PT.DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Pembayaran Retribusi Menara 001/Ret.Menara/Diskominfo/2023 001/8P.Ret.Menara/Diskominfo/2023 01/1ISD-Diskominfo/V/2023 403,313.216 121 tower
3 | PT.SOLUSINDO KREAS! PRATAMA P yaran Retribusi Menara 002/Ret-Menara/Diskominfo/2023 002/8P.Ret Menara/Diskominfo/2023 02/11SD-Disk fo/V/2023 71.672.859 27 tower

4| PT.PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA Pembayaran Retribusi Menara 004/Ret-Menara/Diskominfo/2023 004/8BP.Ret Menara/Diskominfo/2023 04/1iSD-Diskominfo/V/2023 188.011.374 38 tower
JUMLAH 760.984.963 211 tower|

Sampit,

BUIX SANTOSO

Desember 2023
BENDAHARA PENERIMAAN

/1982111120038041002




